
Mienimbang 

Mengingat 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR }i TAHUN 2020 

TENTANG 

T A I A C A R A P E M I N D A H T A N G A N A N B / L R A N G M I L I K D A E I ^ A H 

KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WALI KOTA GORONTALO, 

: a . bahwa u n t u k menunjang pengelolaan barang; mi l ik daera l i 

yang baik mela lui mekanisme pemindahtanganan bararjg 

mi l ik daerah d iper lukan si stem pengelolaan yang terpadu 

dan komprehensif; 

b. bahwa u n t u k menunjang mekanisme pemindahtanganan 

barang mi l ik daerah yang tiaik sesua i ketentuan p e r a t u r a i 

perundang-undagan perlu pengaturan yang efektif; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f a dan h u r u f b per lu membentuk Peraturan 

Wal i kota Gorontalo tentang T a t a C a r a Pemindahtangana i 

Ba rang Mil ik Daerah Kota Gorontalo; 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentan:; 

Pembentukan Daerah-daerah T ingkat 11 di Su lawes i 

(Lembaran Negara Repubilik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2003 

PERANGKAT KABAG .gpyrEN 
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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 34 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk menunjang pengelolaan barang milik daerah 

yang baik melalui mekanisme pemindahtanganan barang 

milik daerah diperlukan sistem pengelolaan yang terpadu 

dan komprehensif, 

bahwa untuk menunjang mekanisme pemindahtanganan 

barang milik daerah yang baik sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undagan perlu pengaturan yang efektif, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 

Wali kota Gorontalo tentang Tata Cara Pemindahtanganan 

Barang Milik Daerah Kota Gorontalo, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repu bl ik Indonesia 

Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentaAg 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negjira Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembargn 

Negara Republ ik Indonesi£i Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentatlg 

Perimbangan Keuangan an ta ra Pemer in ta i Pusat dan 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahf in Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438) ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentarjg 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 

telgih beberapa ka l i d iubah terakl i i r dengan 

Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 T a h u n 1996 tentang 

H a k G u n a Usaha , Hak G u n a B a n g u n a n dan Hak Paka i Atas 

T a n a h (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 199ij 

Nomor 3643) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 2005 t en t an j 

S tandar Akun tans i Pemer intahan (Lemheiran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 49 , Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4503) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang 

S is tem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 138, T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4576| 

sebagaimana telah d iubah dengan Peraturar Pemerintal i 

Nomor 65 T a h u n 2010 ( l embaran Negara Republ i l 

Indonesia T a h u n 2010 Nomor 110, Tambab im Lembarai^ 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5150) ; 

PERANC 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 3643), 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5150), 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 2014 tentai ig 

Pengelolaan Ba rang Mil ik Negara/Daerali (Lembargin 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 92 , 

Tambahan Lembaran Negara Republil-c I n d o n e s a 

Nomor 5533) ; 

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neigara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322) ; 

12. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 5 T a h u n 1997 

tentang T u n t u t a n Perbenidabaraan dan T u n t u t a n Gan t i 

Rugi Keuangan dan Ba rang Daerab; 

13. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab 

sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 2 1 T a h u n 2 0 1 1 ; 

14. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 19 T a h u n 201j5 

tentang Pedoman Pengelokian B a r a n g Mil ik E^aerah (Ber i ta 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 547); 

M E M U T U S K A N : 

Mtmetapkan : P E R A T U R A N WALI KOT^^. TENTANG TATA CARfV 

PEMINDAHTANGAN BARANG MILIK D A E R A H 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da l am Peratui-an Wal i Kota in i , yang d imaksud dengan: 

1. Daerab ada lah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerab ada lah Wali Kota sebagai u n s u r penyelenggark 

Pemer intahan Daerab yang memimpin pe laksanaan u r u s a n p»emerintaban 

yang menjadi kewenangan daerab otonom. 

3. Wal i Kota ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM ASiSTEN S E K D A 7   

Menetapkan 

10. 

li, 

12. 

13, 

14. 

-3- 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 

Rugi Keuangan dan Barang Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN  WALI KOTA TENTANG  TATA CARA 

PEMINDAHTANGAN BARANG MILIK DAERAH 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
: it | 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 
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4. Pengelola Ba rang Mil ik Daerah yang se lanjutnya disebut Pengelola B a r a n g 

ada lah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawals m e l a k u k a n 

koordingisi pengelolaan barang mi l ik daerab. 

5. Pengguna barang ada lah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang mi l ik daerab. 

6. Ba rang mi l ik daerab ada lah semua barang yang dibeli a tau diperoleb ata.s 

beban Al^BD a tau berasal dar i peroleban l a innya yang sab. 

7. K u a s a Pengguna Ba rang Mil ik Daerab sekmjutnya disebut sebagai K u a s a 

Pengguna B a r a n g ada lah kepala un i t ker ja a tau pejabat yang d i tun juk oleh 

Pengguna Barang u n t u k menggunakan barang mi l ik daerab yang berada 

da lam pemguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

8. Pemindahtanganan ada lah pengaliban kepemi l ikan barang mi l ik daerab. 

9. Pemusnaban adalah t indakan memusnat ikan fisik dan/ab iu k e g u n a a i 

barang mi l ik daerab. 

IC'. Penghapusan ada lah t indakan mengbapus barang mi l ik daerfib dairi daftar 

barang dengan menerbi tkan keputusan dar; pejabat yang berwenang u n t u < 

membebi iskan Pengelola Barang , Pengguna Ba rang dan/atau K u a s i 

Pengguna Ba rang dar i tanggung j awab ad r i i n i s t r a s i dan fisik a tas ba ran > 

yang berada da lam penguasaannya. 

1 1 . Dokumen kepemi l ikan ada lah dokumen sah yang merupakan b u k ^ 

kepemi l ikan a tas barang mi l ik daerah. 

12. Daftar barang mi l ik daerah ada lah daftar yaj ig memuat data se luruh barang 

mi l ik daerah. 

13. Daftar barang pengguna ada lah daftar yang memuat data barang m i l l 

daerab yting digunaksm oleh masing-masing; pengguna barang. 

14. Daftar B a r a n g K u a s a Pengguna adalah daftar yang memuat data baran 

mi l ik daerab yang dimi l ik i oleh masing-masing K u a s a Pengguna Barang . 

15. Peni la ian ada lah proses kegiatan u n t u k member ikan s u a t u opiini n i l a i a tas 

barang mi l ik daerab da lam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah 

pemanfaedan dan pemindahtanganan. 

16. Penjualan ada lah pengaliban kepemi l ikan barang mi l ik daerab kepada p iba l : 

1 la in dengan mener ima penggantian da lam bentuk uang, u n t u k opt imal isasi 

barang mi l ik daerab yang berlebib a tau t idak d igunakan/dimanfaatkan dan 

secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerab. 

17. T u k a r menukar ada lah pengaliban kepemi l ikan barang mi l ik daerab y a n i 

d i l a k u k a n an ta ra pemerintah pusat , deng;an pemerintah daerab, antar 

pemerint£ib daerab, a t au pemerintah daerab dengan p ihak la in , dengari 
PER/INGKAT 

DAERAH 
KABAG 
H j ^ U M ASISTEN S E K D A 
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Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang 

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan 

koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang rnilik daerah. 

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa 

Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 

Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 

barang milik daerah. 

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 

barang dengan menerbitkan keputusan dar: pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa 

Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang 

yang berada dalam penguasaannya. 

Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti 

kepemilikan atas barang milik daerah. 

Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang 

milik daerah. 

Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik 

daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang. 

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang 

milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas 

barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, 

pemanfaatan dan pemindahtanganan. 

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak 

lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang, untuk optimalisasi 

barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan dan 

secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah. 

Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang 

dilakukan antara pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah, antar 

pemerintah daerah, atau pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan 
PERANGKAT | KABAG | asisten | SEKDA 
DAERAH | HUKUM 
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mener ima penggantian u tama da lam bentuk barang, pal ing sijdikit dengan 

ni la i seimbang. 

18 . bibab adalab pengaliban kepemi l ikan barang dar i pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerab, antar pemerintah daerab, a tau dar i pemei intab daera l i 

kepada p ihak la in , tanpa memperoleb penggantian. 

19. Penyertaan modal pemerintah adalab penggiliban kepemi l ikan barang mililc 

daerab yang semula merupakan kekayaan yang t idak d ip isat ikan menjadi 

kekayaan yang d ip i sahkan u n t u k d iperh i lungkan sebagai modal/sabarb 

daerab pada badan u s a h a mi l ik daerab, a t au badan b u k u m la innya y a n ? 

d imi l ik i daerab. 

20. Perangkat Daerab adalab u n s u r pembantu Wal i Kota dan D P R D da lam 

penyelenggaraan U r u s a n Pemer intahan yang menjadi kewenangan Daerab 

B A B I I 

M A K S U D DAN T U J U A N 

Pasa l 2 

(1) Maksud dar i Pera turan Wal i Kota in i adalab un tuk me laksanakan k e t e n t u a i 

Pasa l 60 ayat (4) Pera turan Daerab Kota Gorontalo Nomor 11 T a h u n 2017 

tentang F'engelolaan B a r a n g Mil ik Daerab. 

(2) T u j u a n dari Peraturan Wal i Kota in i adalab u n t u k me laksanakan 

pengelolaan barang mi l ik daerab yang sesua i dengan ketentuan perundang-

undangan yang ber laku. 

B A B I I I 

RUANG L I N G K U F 

' Pasa l 3 

R u a n g L ingkup Peraturan Wal i Kota in i adalab: 

(1) penjualan; 

(2) t u k a r menukar ; 

(3) b ibab, a t au 

(4) penyertaan modal pemerintah daerab. 

B A B IV 

Pemindahtanganan 

Bag ian Kesa tu 

Pr ins ip U m u m 

P E R A N G K A T 

D / l E R A H 

K A B A G 

H U K U M 
A S I S T E N S E K D A 

k Q /   

18. 

19. 

20. 

(1) 

(2) 
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menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan 

nilai seimbang. 

hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah 

kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 

Penyertaan modal pemerintah adalah pengalihan kepemilikan barang milik 

daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 

kekayaari yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai rnodal/ saham 

daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang 

dimiliki daerah. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk melaksanakan 

pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan yang berlaku. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah: 

(1) penjualan, 

(2) tukar menukar, 

(3) hibah, atau 

(4) penyertaan modal pemerintah daerah. 

BAB IV 

Pemindahtanganan 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 
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Pasa l 4 

(1) Ba rang mi l ik daerah yang t idak diperlukem bagi penyelengj^araan tugas 

pemerintahan daerab dapat d ip indabtangankan. 

(2) Ben tuk pemindahtanganan barang mi l ik daerab meliputi : 

a . penjualan; 

b. t u k a r menukar ; 

c. bibab; a tau 

d. penyertaan modal pemerintah daerab. 

Pasa l 5 

1 Da lam rangka pemindahtanganan barang mi l ik daerab d i l akukan 

peni la ian. 

2 Peni la ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l a k u k a n oleh : 

a . Peni lai Pemerintah; a tau 

b. Penikd Publ ik yang ditetapkan oleh Wal i Kota. 

3 D ikecua l ikan dar i ketentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), u n t u k 

pemindal i tanganan da lam bentuk bibab. 

4 Peni la ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l aksanakan u n t u k 

mendapaiJcan n i la i wajar. 

Bag ian Kesatu 

Persetujuan Pemindahtanganan 

Pasa l 6 

(4) Pemindahtanganan barang mi l ik daerab yang d i l akukan setelah mendapat 

persetujuim D P R D un tuk : 

a . t anah dan/a tau bangunan; a tau 

b. selain t anah dan/atau bangunan yang bemi la i lebih dari 

Rp. 5 .000.000.000,- ( l ima mi l iar rupiab) . 

(5) Pemindahtanganan barang mi l ik daerab berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimiina d imaksud pada ayat (1) h u r u f a t idak memer lukan persetujuan 

D P R D , apabi la: 

a . sudab t idak sesua i dengan tata ruang wi layab a tau penataan kota; 

b. b a r u s d ihapuskan ka r ena anggaran u n t u k bangunan pengganti sudab 

i disedif ikan da lam dokumen penganggara;a; dan 

c. d ipe runtukkan bagi pegawai negeri s ipi l pemerintah daerab yang 

bersangkutan; 

d. d ipe runtukkan bagi kepentingan u m u m ; a tau 
PERA.NGKAT 

DAERAH 
KABAG 
HUKUM ASI;3TEN S E K D A 

T f 
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(1) 

(2) 

(4) 

(5) 
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Pasal 4 

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 

pemerintahan daerah dapat dipindahtangarikan. 

Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: 

a. penjualan, 

b. tukar menukar, 

c. hibah, atau 

d. penyertaan modal pemerintah daerah. 

Pasal 5 

Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan 

penilaian. 

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh : 

a. Penilai Pemerintah, atau 

b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Wali Kota. 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 

pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 

mendaparkan nilai wajar. 

Bagian Kesatu 

Persetujuan Pemindahtanganan 

Pasal 6 

Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat 

persetujuan DPRD untuk: | 

a. tanah dan/atau bangunan, atau 

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 

Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan 

DPRD, apabila: 

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, 

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 

disediakan dalam dokumen penganggaran, dan 

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 

bersangkutan, 

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum, atau 
PERANGKAT | KABAG : 
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e. d i kuasa i pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang 

telah. memi l ik i k ekua tan b u k u m tetap 

dan/a tau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, y a n g j i k a s ta tus 

kepemi l ikannya d iper tabankan t idak layak secara ekonomis. 

Pasa l 7 

a. T a n a h dan/a tau bangunan yang sudab t idak sesua i dengan tata ruang 

wi layab atau penataan kota sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 ayat (2) 

h u r u f a , d i m a k s u d k a n bahwa lokas i tanah dan/a tau bangunan d imaksud 

terjadi p j r u b a b a n pe run tukan dan/atau fungsi k a w a s a n wi layab. 

b. T a n a h dan/atau bangunan yang t idak sesua i dengan penataan kota 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), perlu d i l akukan penyesuaian yang 

berakibat pada perubahan luas t anah dan/atau bangunan tersebut. 

Pasa l 8 

B a n g u n a n yang h a r u s d ihapuskan ka r ena anggaran u n t u k bangunan pengganti 

sudab d isediakan da lam dokumen penganggaran sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 6 ayat (2) h u r u f b, d imaksudkan bahwa yan g d ihapuskan adalab bangunan 

yang berdiri di a tas t anah tersebut dirobohkan u n t u k se lanjutnya d id i r ikan 

bangunan baru di a tas t anah yang s a m a (rekonstruksi ) sesua i dengan a lokas i 

anggaran yang telah d isediakan da lam dokumen penganggaran. 

Pasa l 9 

Ta:riab dan/atau bangunan d ipe runtukkan bagi pegawai negeri sipi l pemerintal i 

daerab yang bersangkutan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 ayat (2) b u r u 

c, adalab: 

a . t anah dan/a tau bangunan yang merupakan kategori rumab negara/daerab 

golongan I I I ; 

b. t anah yang merupakan t anah kavl ing yang menuru t perencanaan awalnyj^ 

u n t u k pembangunan perumaban pegawai negeri sipi l pemerintah daerah 

yang bersangkutan. 

' Pasa l 10 

(1) T a n a h dan/a tau bangunan yang d ipe runtukkan bagi kepentingan umurr. 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 ayjit (2) h u r u f d, ada lah tanah 

dan/a tau bangunan yang d igunakan u n t u k kegiatan yang menyangkut 

PER/JVGKAT 
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am 

e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap 

dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status 

kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. 

Pasal 7 

a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang 

wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud 

terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilavah. 

b. Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang 

berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut. 

Pasal 8 

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti 

sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah bangunan 

yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan untuk selanjutnya didirikan 

bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi 

anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran. 

Pasal 9 

Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah 

daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf 

c, adalah: 

a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah negara/daerah 

golongan II!, 

b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya 

untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah 

yang bersangkutan. 

Pasal 10 

(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, adalah tanah 

dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut 
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kepentingan bangsa dan negara, masyaraka t luas , rakyat banyak/bersama, 

dan/a tau kepentingan pembangunan, t e rmasuk d iantaranya kegiatan 

pemerintah daerah da lam l ingkup hubungan persahabatan antaija 

negara/deierah dengan negara la in a tau masyarakat/ lembaga in temas iona l 

(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana d imaksud pada ayat 1 an ta ra laijn 

sebagai ber ikut: 

a. j a l a n u m u m te rmasuk akses j a l a n sesua i peraturan perundangan, j a l a ^ 

tol, dan re l kereta api ; 

b. s a lu ran a i r m inum/a i r bers ih dan/atau sa lu ran pembuangEin air ; 

c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan la innya , t e rmasuk sa lura j i 

ir igasi; 

d. r u m a h sak i t u m u m dan pusat kesehatan masyarakat ; 

e. pe labuhan, bandar udara , s tas iun kereta api , a tau terminal ; 

f. tempal; ibadah; 

g. sekolal i a tau lembaga pendidikan non komers ia l ; 

h . pasar u m u m ; 

i . fasi l i tas pemakaman u m u m ; 

j . fasi l i tas kese lamatan u m u m , an ta ra l a in tanggul penanggulangan bahayja 

banjir, l ahar dan Ia in- la in bencana; 

k. sa rana dan p rasa rana pos dan te lekomunikasi ; 

1. s a rana dan p rasa rana olahraga u n t u k u m u m ; 

m. s tas iun penyiaran radio dan televisi beserta s a r a n a pendukungnya u n t u k 

lembag:a penyiaran publ ik; 

n . kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwaki lan nijgara asing, 

Perser ikatan Bangsa-Bangsa , dan lembaga internasiongJ di bawal i 

naung£ui Perser ikatan Bangsa-Bangsa ; 

o. fasi l i tas Tentara Nasional Indonesia dan Kepol is ian Neg£ira Republi l f 

Indonesia sesua i dengan tugas dan fungsinya; 

p. r u m a h s u s u n sederhana; 

q. tempat pembuangan sampah u n t u k u m u m ; 

r. cagar a l am dan cagar budaya; 

s. promosii budaya nas ional ; 

t. per tamanan u n t u k u m u m ; 

u . pant i sosia l ; 

V. lembaga pemasyarakatan ; dan 

PERANGKAT 
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san 

kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/ bersama, 

dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan 

pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara 

negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional. 

Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain 

sebagai berikut: 

a. 

b
w
?
 

p
t
 

T
T
 w

n 
s
s
 

jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan 

tol, dan rel kereta api, 

saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air, 

waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran 

irigasi, 

rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat, 

pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal. 

tempat ibadah, 

sekolah atau lembaga pendidikan non komersial, 

pasar umum, 

fasilitas pemakaman umum, 

fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya 

banjir, lahar dan lain-lain bencana, 

sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi, 

sarana dan prasarana olahraga untuk umum, 

. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk 

lembaga penyiaran publik, 

kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah 

naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

rumah susun sederhana: 

tempat pembuangan sampah untuk umum, 

cagar alam dan cagar budaya, 

promosi budaya nasional, 

pertamanan untuk umum, 

panti sosial, 

lembaga pemasyarakatan, dan 
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w. pembangkit, turb in , t ransmis i , dan d is t r ibus i tenaga l is tr ik t e rmasuk 

ins tak is i pendukungnya yang merupakan sa tu kesa tuan yang t idak dap4t 

terpisEihkan. 

Pasa l 11 

Pemindahtanganan barang mi l ik daerah berupa tanah dan/atau bangunajn 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 ayat (2) d i l akukan oleh Pengelola B a r a r g 

setelah mendapat persetujuan Wal i Kota. 

Pasa l 12 

(1) Pemindahtanganan barang mi l ik daerah selain t anah dan/ata.u bangunab 

yang bemi la i sampai dengan Rp5.000.000.000,00 ( l ima mi l iar rupiah) 

d i l akukan oleh Pengelola Ba rang setelah mendapat persetujuan Wal i Kota 

(2) Pemindahtanganan barang mi l ik daerah se la in t anah dan/atau bangunaln 

yang bemi la i lebih dar i Rp5.000.000.000,00 ( l ima mi l iar rupkih) d i l a k u k a n 

oleh Pengelola Ba rang setelah mendapat persetujuan D P R D . 

(3) Nilai sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan ni la i waj^r 

u n t u k pemindahtanganan da lam bentuk penjualan, t u k a r menukar daj i 

penyertaan modal. 

(4) Nilai sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) me iupakan n i l ^ 

peroleban u n t u k pemindahtanganan da lam bentuk h ibah . 

(5j U s u i u n t u k memperoleb persetujuan D P R D sebagaimana d imal isud pada 

ayat (2) d ia jukan oleh Wal i Kota. 

(6) U s u l a n persetujuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan syat (2) 

d i l akukan per t iap u s u l a n . 

B A B V 

P E N J U A L A N 

Bag ian Kesa tu 

Pr ins ip U m u m 

Pasa l 13 

(1) Penjualan barang mi l ik daerah d i l aksanakan dengan pert imbangan: 

a . u n t u k opt imal isasi barang mi l ik daergih yang berlebib a tau t ida 

d igunakan/dimanfaatkan; 

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apiabila dijua|; 

dan/a tau 
PERANGKAT KABAG 
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w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk 

instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

terpisahkan. | 

Pasal 11 

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang 

setelah mendapat persetujuan Wali Kota. 

Pasal 12 

(11 Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 

yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota. 

(21 Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 

yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan 

oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD. 

(3! Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar 

untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar rnenukar dan 

penyertaan modal. 

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai 

perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

(5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diajukan oleh Wali Kota. 

(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan per tiap usulan. 

BAB V 

PENJUALAN 

Bagian Kesatu | 

Prinsip Umum 

Pasal 13 

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak 

digunakan/dimanfaatkan, 

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual, 

dan/atau 
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c. sebagai pe laksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ba rang mi l ik daerah yang t idak d igunakan/dimanfaatkan sebagaimank 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f a ada lah barang mi l ik daeral i yang tidaic 

digunakem u n t u k kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi S K P D a tau 

t idak d imanfaatkan oleh p ihak la in . 

Pasa l 14 

(1) Penjualan barang mi l ik daerab d i l akukan s€:cara lelang, kecua l i da lam ba l 

tertentu. 

(2) Lelang, s<;bagaimana d imaksud pada ayat (1) adalab penjualan barang mi l ik 

daerab yang t e rbuka u n t u k u m u m dengan j i enawaran harga seceira tertul is 

dan/atacL l i san yang semak in meningkat eitau m e n u r u n u n t u k mencap^i 

harga tertinggi. 

(3) Lelang sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i l aksanakan setelah dilakukajn 

j pengumuman lelang dan di badapein pejabat lelang. 

(4) Pengecualian da lam ba l tertentu sebagaimana d imaksud pada ayat (1] 

mel iputi : 

a. Ba rang mi l ik daerab yang bersifat k h u s u s sesua i dengan peraturaj i 

perur dang-undaj igan; dan 

b. Ba rang mi l ik daerab l a innya yang ditetajDkan lebih lanjut oieb Wal i Kotk. 

(5) Ba rang mi l ik daerab yang bersifat khusus; , sebagaimana d imaksud pada 

i ayat (4) h u r u f a adalab barang-barang yang d iatur secara k h u s u s sesua i 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, an t a ra lain ya i tu : 

a . r u m a b negara golongan I I I yang d i jua l kepada pengbuninya yang sab. 

b. Kend i i raan perorangan d inas yang di jual kepada: 

1. Wal i Kota; 

2. Wak i l Wal i Kota; 

3. Mantan Wal i Kota; dan 

4. Mantan Wak i l Wal i Kota. 

(6) B a r a n g mi l ik daerab la innya , sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f 1|) 

an t a ra l a in ya i tu : 

a . tanah dan/a tau bangunan yang a k a n d igunakan u n t u k kepentingaji 

I u m u m ; 

b. tanah kav l ing yang menuru t perencanaan awa l pengadaannyja 

d igunakan u n t u k pembangunan perumaban pegawai negeri s ip i l 

PEFIANGKAT KABAG ....^^^ ^^^j., 
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c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau 

tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. | 

Pasal 14 

(1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal 

tertentu. 

(2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang milik 

daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis 

dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai 
| 

| 
(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan 

harga tertinggi. 

pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang. | 
(4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | 

meliputi: | 

a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peratura 

perundang-undangan, dan | 

b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota. 

(5) Barang railik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud bada 

ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu: | 

a. rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah. | 

b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada: 

1. Wali Kota, 

2. Wakil Wali Kota, 

3. Mantan Wali Kota, dan 

4. Mantan Wakil Wali Kota. 

(6) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

antara lain yaitu : | 

a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan 

umura, 

b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya 

digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil 
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pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalai|n 

Dokumen Pe laksanaan Anggaran (DPA); 

c. se lain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dar i keadaan kab^ r 

(force majeure); 

d. bangunan yang berdiri d i a tas t anah p ihak la in yang di jual kepada piba|k 

la in pemil ik t anah tersebut; 

e. bas i l bongkaran bangunan a tau bangunan yang a k a n dibangun kembal: 

a tau 

f. selain t anah dan/atau bangunan yang t idak memi l ik i bukb kepemi l ikan 

dengan ni la i wajar paling tinggi R p l . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 (satu j u t a rupiah) pe|r 

uni t . 

Pasa l 15 

(1) Da lam rangka penjualan barang mi l ik daerah d i l akukan peni la ian untuljc 

mendapatkan ni la i wajar. 

(2) D ikecua l ikan dar i ke tentuan sebagaimana (dimaksud pada ayat (1) adalab 

bagi penjualan barang mi l ik daerab berupe tanah yang d iper lukan u n t u k 

pembangunan rumab s u s u n sederhana, yang n i la i j u a l n y a d i ts tapkan oleh 

Wal i Kota berdasarkan perbitungan yang ditetapkan sesuEii ke tentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Penentuan ni la i da lam rangka penjualan barang mi l ik daerab secara lelang; 

d i l akukan dengan memperbat ikan bas i l t im penilai . 

(4) Nilai sebagaimana d imaksud pada ayat (3) merupakan l imit/batasar 

terendah yang d i sampa ikan kepada Wal i Kota, sebagai dasar penetapan n i l a 

l imit. 

(5) Nilai l imi t/batasan terendah sebagaimana d imaksud pada ayat (4) adalah 

harga min ima l barang yang a k a n dilelang. 

(6) Nilai l imit sebagaimana d imaksud pada ayat (5) di tetapkan okib Wali Kota 

se laku penjuEil. 

Pasa l 16 

(1) Ba rang nriilik daerab berupa tanah dan/atau bangunan yang t idak laku 

I d i jual pada lelang pertama, d i l akukan lelang u lang sebanyak l (satu) ka l i . 

(2) Pada pe laksanaan lelang u lang sebagaimana d imaksud pada aj'at (1) dapat 

d i l akukan peni la ian ulang. 

(3) Da l am ba l setelah pe laksanaan lelang ulang, barang mi l ik daerab 

sebagaim£ina d imaksud pada ayat (1) t idak l a k u di jual , Pengelola Ba rang 
PERANGKAT 

DAERAH 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(3) 

AN 

pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA): 

c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar 

(force majeure), 

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak 

lain pemilik tanah tersebut, 

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali, 

atau 

f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan 

dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 

unit. 

Pasal 15 

Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk 

mendapatkan nilai wajar. 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk 

pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh 

Wali Kota berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara lelang 

dilakukan dengan memperhatikan hasil tim penilai. 

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan limit/batasan 

terendah yang disampaikan kepada Wali Kota, sebagai dasar penetapan nilai 

limit. 

Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 

harga minimal barang yang akan dilelang. | 

Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Wali Kota 

selaku penjual. 

Pasal 16 

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku 

dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1(satu) kali. | 

Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan penilaian ulang. 

Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang 
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menindaldanjut i dengan penjualan tanpa lelang, tuka r menukar , h ibah , 

penyertaan modal a t au pemanfaatan. 

(4) Pengelola Ba rang dapat me l akukan kegiatan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (3) a tas barang mi l ik daerab setelah mendapat persetujuan Wal i Kota. 

(1) Ba rang mi l ik daerab berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidalc 

l a k u di jual pada lelang u lang sebanyak 1 (satu) ka l i . 

(2) Pe laksanaan lelang u lang sebagaimana dim;aksud pada ayat (1) dapat 

d i l akukan peni la ian ulang. 

(3) Da lam ba l setelah pe laksanaan lelang u lang sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) t idak l a k u di jual , Pengelola Ba rang menindaklanjut i dengan 

penjualan tanpa lelang, tuka r menukar , bibab, a t au penyertaan modal. 

(4) Pengelola. Ba rang dapat me l akukan kegiatan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (3) a tas barang mi l ik daerab selain t anah dan/ a tau bangunan setelal i 

mendapat persetujuan Wal i Kota u n t u k masing-masing kegiatan 

bersangkutan. 

(5) Da l am ba l penjualan tanpa lelang, tuka r menukar , bibab a tau penyertaan 

modal, sebagaimana d imaksud pada ayat (3) t idak dapat d i l aksanakan , 

m a k a dajDat d i l akukan pemusnaban . 

Pasa l 18 

(1) Has i l penjualan barang mi l ik daerab wEijib disetorkan se lurubnya k ; 

rekening K a s U m u m Daerab. 

(2) Da lam ba l barang mi l ik daerab berada pada B a d a n Layanan U m u m Daerab 

a . Pendapatan daerab dar i penjualan baramg mi l ik daerab da lam rangkfi 

penyelenggaraan pelayanan u m u m sesua i dengan tugas; dan fungsi 

B a d a n Layanan U m u m Daerab merup;akan pener imaan daerab yang 

disetorkan se lu rubnya ke rekening k a s ]3adan Layanan U m u m Daerab. 

b. Pendapatan daerab dar i penjualan barfing mi l ik daerab da lam rangkfi 

se la in penyelenggaraan tugas dan fungsi B a d a n Layanan U m u m Daerab 

merupakan pener imaan daerab yang disetorkan se lu rubnya ke rekening 

K a s U m u m Daerab. 

Pasa l 17 

maka : 

PEFIANGKAT 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM AS;iSTEN S E K D /   

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

» Yg - 

menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, 

penyertaan modal atau pemanfaatan. 

Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (3) atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Wali Kota. 

Pasal 17 

Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak 

laku dijual pada lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. 

Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan penilaian ulang. 

Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan 

penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal. 

Pengelola. Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (3) atas barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan setelah 

mendapat persetujuan Wali Kota untuk masing-masing kegiatan 

bersangkutan. 

Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah atau penyertaan 

modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, 

maka dapat dilakukan pemusnahan. 

Pasal 18 

Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke 

rekening Kas Umum Daerah. 

Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah 

maka: 

a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi 

Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang 

disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah, 

b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka 

selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah 

merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening 

Kas Umum Daerah. 
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Bag ian Kedua. 

Objek Penjuala;a 

Pasa l 19 

(1) Objek penjualan adalab barang mi l ik daenib yang berada pa.da Pengelol^ 

Ba rang /Pengguna Barang , mel iputi : 

a. tanab dan/atau bangunan; dan 

b. selain tanab dan/atau bangunan. 

(2) Penjualan barang mi l ik daerab berupa tanab dan/a tau bangunan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f a d i l akukan dengan persyaratai|i 

sebagai bisrikut: 

a . memenubi persyaratan teknis : 

b. memenubi persyaratan ekonomis, y a k n i secara ekonomis lebi l 

menguntungkan bagi daerab apabi la barang mi l ik daerab di jual , kareng. 

b iaya operasional dan pemel ibaraan barang lebib besar dar i pads, 

manfaat yang diperoleb; dan 

c. memenubi persyaratan yur id is , y a k n i barang mi l ik daerab l idak 

terdapat permasa laban b u k u m . 

3) Syara t teknis sebagaimana d imaksud pada fiyat (2) b u r u f a an ta ra la in : 

a . lokas i tanab dan/atau bangunan sudab t idak sesua i dengan ta ta 

ruang wi layab; 

b. lokas i dan/atau luas tanab dan/atau bangunan t idak dap£it d igunakar 

dalam rangka pe laksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas. 

pemer intahan daerab; 

c. tanab kavl ing yang menurut awa l perencanaan pemgadaanny. 

d ipe runtukkan bagi pembangunan perumaban pegciwai neger: 

pemerintah daerab yang bersangkutan; 

d. bangunan berdiri di a tas tanab mi l ik p ihak la in ; a tau 

e. baran:g mi l ik daerab yang menganggur (idle) t idak dapat d i l akukar 

penetfipan s ta tus penggunaan a tau pemanfaatan. 

4) Penjualan barang mi l ik daerab se la in tanab dan/atau bangunari 

sebagaimfina d imaksud pada ayat (1) b u r u f t' d i l akukan dengan persyaratar 

sebagai be;rikut: 

a . memenubi persyaratan teknis : 

b. memenubi persyaratan ekonomis, y a k n i secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagi pemerintah daeral i apabi la beirang mi l ik daerah 
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Bagian Kedua. 

Objek Penjualan 

Pasal 19 

Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang / Pengguna Barang, meliputi: 

a. tanah dan/atau bangunan, dan 

b. selain tanah dan/atau bangunan. 

Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

a. memenuhi persyaratan teknis: 

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual, karena 

biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada 

manfaat yang diperoleh, dan 

Cc. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak 

terdapat permasalahan hukum. 

Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain: 

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata 

ruang wilayah, 

b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas 

pemerintahan daerah, 

Cc. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya 

diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri 

pemerintah daerah yang bersangkutan, 

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain, atau 

e. barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat Maak 

penetapan status penggunaan atau pemanfaatan. 

Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

a. memenuhi persyaratan teknis: 

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik dek 
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I d i jual , ka r ena biaya operasional dan pismeliharaan barang lebih bes£j 
i 

dar ipada manfaat yang diperoleb; dan 

c. memenubi persyaratan yur id is , y a k n i bfirang mi l ik daerah t idak 

terdapat permasa laban h u k u m . 

(5) Persyaratan teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f a an ta ra 

la in : 

a. bararig mi l ik daerah secara f isik t idak dapat d igunakan h:arena rusal^, 

dan t idak ekonomis apabi la diperbaiki ; 

b. barang mi l ik daerah secara tekn is t idak dapat d igunakan lagi akibat 

modemisas i ; 

c. barang mi l ik daerah t idak dapat diguniakan dan d imanfaatkan karenla 

mengalami perubahan da lam spesifikaisi ak ibat penggunaan, s e p e r i 

terk ik is , hangus , dan Ia in- la in sejenisnya; a t au 

d. barang mi l ik daerah t idak dapat d iguni ikan dan d imanfaatkan karena. 

mengalami pengurangan da lam t imbangan/ukuran d isebabkan 

penggunaan a tau s u s u t da lam penyimpanan a tau pengang;kutan. 

Pasa l 20 

Penjualan barang mi l ik daerah berupa t anah kav l ing yang menuru t aw£l 

perencanaan pengadaannya d ipe runtukkan bagi pembangunan perumaban 

pegawai negeii pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 14 ayat (6) h u r u f b d i l a k u k a n dengan persyaratan sebiigai ber ikut: 

(1) pengajuar permohonan penjualan disertai dengan bukt i perericanaan aw£l 

yang menyatakan bahwa t anah tersehiut a k a n digunj ikan untulc 

pembangunan perumaban pegawai negeri pemerintah daerah y a n 

bersangkutan; dan 

(2) penjualan d i l aksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri sip|l 

pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Wfili Kota. 

Pasa l 21 

(1) Penjualan barang mi l ik daerah berupa kendai a a n bermotor d inas operasionall 

dapat d i l aksanakan apabi la telah memenubi persyaratan, y a k n i be rus i^ 

pal ing s ingkat 7 (tujuh) t ahun . 

(2) U s i a 7 (tujuh) t ahun sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adak ih : 

a . terhi tung mu la i tanggal, bu lan , dan t ahun perolehannya sesuai dokumen 

kepemi l ikan, u n t u k peroleban da lam kondis i ba ru ; a tau 
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dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar 

daripada manfaat yang diperoleh, dan | 

Cc. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak 

terdapat permasalahan hukum. 

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara 

lain: 

a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, 

dan tidak ekonomis apabila diperbaiki, 

b. barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat 

modernisasi, 

c. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena 

mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti 

terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya, atau 

d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena 

mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan 

penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan. 

Pasal 20 

Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal 

perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan 

pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (6) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: 

(1) pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perericanaan awal 

yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk 

pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang 

bersangkutan, dan 

(2) penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri sipil 

pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Wali Kota. 

Pasal 21 

(1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional 

dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia 

paling singkat 7 (tujuh) tahun. 

(2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen 

kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru, atau 

PERANGKAT | KABAG | DAERAH | Hukum | ASISTEN | SEKDA 

(17 
| No | 

  

  

           



- 1 5 -

b. terhi tung mula i tanggal, bu lan , dan t a h u n pembuatannya sesua[i 

dokumen kepemi l ikan, u n t u k peroleban nidak da lam kondis i ba ru . 

(3l Da l am ha l barang mi l ik daerah berupa kendaraan bermotor r u s a k bersit 

dengan s i s a kondis i f isik setinggi-tingginya 30 % (tiga p u l u h piersen), m a k a 

penjualan kendaraan bermotor dapat d i l a k u k a n sebelum berus ia 7 (tujuh) 

t a h u n . 

(4) Penjualan kendaraan bermotor d i l akukan S'sbelum berus ia 7 (tujuh) t ahub 

sebagaimEina d imaksud pada ayat (3) be rdasarkan su ra t keteningan tertul is 

dar i i ns tans i yang berkompeten 

Bag ian Ketiga 

T a t a C a r a Penjualan Ba rang Mil ik Daerah Pada Pengelola IBarang 

Pasa l 22 

Pe laksanaan jDenjualan barang mi l ik daerah yang berada pada Pengelola B a r a n 

d i l a k u k a n berdasarkan: 

(1) In is iat i f Wal i Kota; a t au 

(2) Permohonan p ihak la in . 

(3) Penjualan barang mi l ik daerah pada Pengelola Ba rang dkiwal i dengaji 

membuat perencanaan penjualan yang mel iputi an ta ra la in : 

a . data barang mi l ik daerah; 

b. pert imbangan penjualan; dan 

c. pert imbangan dar i aspek teknis , ekonomis, dan yur id i s oleh Pengelola 

Barang . 

(4) Pengelola IBarang menyampa ikan u s u l a n penjualan kepada Wali Kota disert4i 

perencanaan penjualan sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

Pasa l 24 

(1) Wal i Kotci me l akukan penelit ian a tas u s u l a n penjualan sebagaiman^ 

d imaksud da lam Pasa l 23 ayat (2). 

(2) Da lam me l akukan penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Wal i Kotja 

membentuk T i m u n t u k me l akukan penelit ian. 

(3) Penel it ian sebagaimana d imaksud pada ayat (2) mel iputi : 

a . penel it ian data administrat i f ; dan 

b. penelit ian f isik. 
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b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai 

dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru. 

(3! Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat 

(4 

dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 Yo (tiga puluh persen), maka 

penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) 

tahun. 

Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis 

dari instansi yang berkompeten 

Bagian Ketiga | 

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

Pasal 22 

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang 

dilakukan berdasarkan: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

Inisiatif Wali Kota, atau 

Permohonan pihak lain. 

Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan 

membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain: 

a. data barang milik daerah, 

b. pertimbangan penjualan, dan | 

Cc. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola | 

Barang. 

Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Wali Kota disertai 

perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 24 

Wali Kota melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). 

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota 

membentuk Tim untuk melakukan penelitian. 

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: | 

a. penelitian data administratif, dan 

b. penelitian fisik. 
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Pasa l 25 

1. Penelit ian administrat i f sebagaimana d imaksud da lam Pasal 24 ayat (q) 

h u r u f a d i l a k u k a n u n t u k meneliti : 

a . s ta tus (dan buk t i kepemi l ikan, gambar s i tuas i t e rmasuk lokasi t anah , luasj, 

n i la i peroleban tanah , dan data identitas l iarang, u n t u k data barang mililjc 

daerah berupa tanah ; 

b. t a h u n peroleban, j en i s kons t ruks i , l uas , n i l a i peroleban bangunan, nilaji 

b u k u , dan data identitas barang, u n t u k data barang mi l ik daerah berupa 

bangunan; dan 

c. t a h u n peroleban, j u m l a h , n i la i peroleban, n i la i b u k u , dan data ident i ta i 

barang, u n t u k data barang mi l ik daerab berupa selain tanab dan/atau 

bangunan. 

2. Penelit ian fisik sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 24 ayat (3) b u r u f 

jdi lakukan dengan ca ra mencocokkan fisik barang mi l ik daerab yang akajji 

d i jual dengan data administrat i f sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

3. Has i l penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d i tuangkab 

oleh T im da lam Ber i ta Acara Penelit ian u n t u k se lanjutnya disampaikaij i 

kepada Wal i Kota mela lui Pengelola Barang . 

Pasa l 26 

(1] Be rdasa rkan Ber i ta Acara Penelit ian sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2^ 

ayat (3), Wal i Kota mela lui Pengelola Ba rang menugaskan Penilai u n t u 

me l akukan peni la ian a tas barang mi l ik daerfih yang a k a n di jual . 

(2) Has i l peni la ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) di jadikan sebagai dasa|r 

penetapan n i la i l imit penjualan barang mi l ik daerah. 

Pasa l 27 

(1) Pengelola Ba rang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang 

mi l ik daerah kepada Wal i Kota. 

(2) Apabi la penjualan barang mi l ik daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

memer lukan persetujuan DPRD, Wal i Kota terlebih dahu lu m e n g a j u k a i 

permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD . 

(3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

d i l akukan terhadap: 

a . t anah dan/atau bangunan; a tau 

PEKANGKAT KABAG ASISTEN SEKDA DAERAH ASISTEN SEKDA 
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Pasal 25 

Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) 

huruf a dilakukan untuk meneliti: 

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, 

nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data barang milik 

daerah berupa tanah: 

b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai 

buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa 

bangunan, dan 

Cc. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas 

barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau 

bangunan. 

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b 

dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan 

dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan 

oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan 

kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang. 

Pasal 26 | 

Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (3), Wali Kota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai maa 

melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual. | 

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar 

penetapar: nilai limit penjualan barang milik daerah. 

| 
Pasal 27 | 

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang | 

milik daerah kepada Wali Kota. 

Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 

memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih dahulu mengajukan 

permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD. 

Pengajuari permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan terhadap: 

a. tanah dan/atau bangunan, atau 
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b. selain t anah dan/atau bangunan yang n i la inya lebih daiji 

Rp 5.000.000.000 ( l ima mi l iar rupiah) . 

(4) Apabi la persetujuan Wal i Kota sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ataju 

persetujuan D P R D sebagaimana d imaksud pada ayat (2) melebihi batas 

w a k t u has i l peni la ian, m a k a sebelum d i l akukan penjualan teidebih dahulju 

h a r u s d i l akukan peni la ian ulang. 

(5) Apabi la has i l peni la ian ulang sebagaimana d imaksud pada £iyat (4) lebih 

tinggi, a t au sama , a tau lebih rendab dengan l i a s i l peni la ian sebe lumnyayang 

d ia jukan kepada D P R D sebagaimana d imaksud pada ayat (2), Wal i Kota tida< 

perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang mi l ik 

daerab kepada DPRD. 

(6) Wal i Kota melaporkan bas i l peni la ian u lang sebagaimana d imaksud pada 

ayat (5) kc;pada D P R D . 

Pasa l 28 

a . ^Vali Kota menetapkan barang mi l ik daerab yang a k a n di jual berdasarkah 

bas i l penelit ian yang d i tuangkan da lam Ber i ta Acara Penelit ian sebagaiman a 

d imaksud da lam Pasa l 27 ayat (3) dan pers<itujuan sebagaimana d imaksu i i 

da lam Pasa l 27 ayat (1) dan ayat (2). 

b. Keputusan penjualan sebagaimana dimaksiud pada ayat 

(1) pal ing sedikit memuat: 

1(2) data barang mi l ik daerab yang a k a n di jual ; 

(3) n i la i peroleban dan/atau n i la i b u k u barang mi l ik daerab; d im 

(4) n i la i l imit penjualan dar i barang mi l ik daerab. 

I Pasa l 29 

(1) Apabi la k ( ;putusan penjualan oleb Wal i Kota. sebagaimana d imaksud dalanji 

Pasa l 28 £iyat (1) merupakan penjualan barang mi l ik daerah yang d i l akukan 

secara leLmg, Pengelola B a r a n g mengajukan permintaan penjualan baranj ; 

mi l ik dae iah dengan c a r a lelang kepada Kantor Pe layanan Kekf iyaan Negar^ 

dan Lelang. 

(2) Apabi la keputusan penjualan oleh Wal i Kota. sebagaimana d imaksud dalanji 

Pasa l 28 £iyat (1) merupakan penjualan barang mi l ik daerah yang d i l akukan 

tanpa lelemg, Pengelola Ba rang me l akukan penjualan barang mi l ik daerah 

secara langsung kepada calon pembeli. 

PERANGKAT KABAG . ^ - T ^ J T I T M 
D A E R A H _ HUKUM ^ - " ^ ^ ^ S E K D /   

(4) 

(S5) 

(6) 

(1) 

(2) 

217 - 

b. selain tanah dan/atau bangunan yang nilainya lebih d 

Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 

Apabila persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 

persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas 

waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu 

harus dilakukan penilaian ulang. 

In
g 
—
—
 

Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebil 

tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yan 8 

diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota tidak 

k   perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang mili! 

daerah kepada DPRD. | 

Wali Kota melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada | 

ayat (5) kepada DPRD. | 

| 

Pasal 28 
| 

Wali Kota menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan 

hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). | 

Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit memuat: 

(2) data barang milik daerah yang akan dijual, 

(3) nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah, dan 

(4) nilai limit penjualan dari barang milik daerah. 

Pasal 29 | 

Apabila keputusan penjualan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah yang dilakukan 

secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan barang 

milik daerah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang. 

Apabila keputusan penjualan oleh Wali Kota. sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah yang iatassah 

tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan barang milik daerah 

secara langsung kepada calon pembeli. 
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(3) Penjualan barang mi l ik daersih sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan aya 

(2) d i l akukan serah ter ima barang berdasarkan: 

a . r i sa la l i lelang, apabi la penjualan barang mi l ik daerah d i l akukan secara 

lelang; dan 

b. a k t a j u a l beli, apabi la penjualan barang mi l ik daerah d i l akukan tanpa 

lelang. 

Pasa l 30 

(1) Se rah ter ima barang sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 29 ayat (3) 

d i tuangkan da lam Ber i ta Acara Se rah Terimsi (BAST) . 

(2) Berdasarl<:an Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) sebagaimana d imaksud pad 

ayat (1), Pengelola Ba rang mengajukan u s u l a n penghapusan barang m i l i ^ 

daerah kepada Wal i Kota. 

Bag ian Keempat 

Ta ta C a r a Penjualan Barang Mil ik Daerah 

Kepada Pengguna B a r a n g 

Pasa l 3 1 

(1) Penjualan barang mi l ik daerah pada Pengguna Ba rang dkiwal i denga^ 

meny iapkan permohonan penjualan an ta ra la in : 

a . data barang mi l ik ; 

b. pert imbangan penjualan; dan 

c. pertimbangan dar i aspek teknis , ekonomis, dan yur id i s oleh Penggun^ 

Barang . 

(2) Pengguna B a r a n g mela lui Pengelola Barging mengajukan u s u l a n permohonaji 

penjualan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) kepada Wal i Kota. 

Pasa l 32 

(1) Se rah ter ima barang mi l ik daerah pada Pengguna Ba rang d i tuangkan dalai j i 

Ber i ta Acgira Se rah Ter ima (BAST) . 

(2) Be rdasa rkan Ber i ta Acara Se rah Ter ima sebagaimana d imaksud pada aytit 

(1), Pengguna B a r a n g mengajukan u s u l a n penghapusan barang mi l ik daerap 

kepada Pemgelola Barang . 
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Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dilakukan serah terima barang berdasarkan: 

a. risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan secara | 

lelang: dan 

b. akta jual beli, apabila penjualan barang rnilik daerah dilakukan tanpa 

lelang.   
Pasal 30 

Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat d 

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik 

daerah kepada Wali Kota. 

Bagian Keempat 

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah 

Kepada Pengguna Barang 

Pasal 31 

Penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali denga 

menyiapkan permohonan penjualan antara lain: | 

a. data barang milik, 

b. pertimbangan penjualan, dan | 

Cc. pertimbangan dari aspek teknis, ekonornis, dan yuridis oleh Pengguna 

Barang. 

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan 

penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota. 

Pasal 32 | 

Serah terima barang milik daerah pada Pengguna Barang dituangkan dalam 

Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daer 

kepada Pengelola Barang. 
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Bag ian Kel ima 

T a t a C a r a Penjualan Kendaraan Perorangan D inas 

Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara 

Pasa l 33 

(1| Syara t kendaraan perorangan d inas yang dapat di jual tanpa mela lui lelang 

kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, ada lah: 

a . telah berus ia pal ing s ingkat 4 (empat) t a h u n : terhitung mula i tanggal, 

bu lan , t ahun perolehannya, u n t u k perolelian da lam kondis i baru ; a t au 

b. terhitung mu la i tanggal, bu lan , t ahun pembuatannya, u n t u k peroleha^ 

selain tersebut pada angka 1. 

(2) sudab t idak d igunakan lagi u n t u k pe laksanaan tugas. 

Pasa l 34 

(1) Kendaraan perorangan d inas dapat di jual tanpa mela lui lelang ]<epada: 

a . pejabat negara;dan 

b. man tan pejabat negara; 

(2) Pejabat Negara sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a, ya i tu : 

a . Wal i Kota; dan 

b. Wak i l Wal i Kota. 

(3) Mantan Pejabat Negara sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) h u r u f b , ya i tu : 

a . m a n t a i Wal i Kota; dan 

b. Mantan Wak i l Wal i Kota. 

Pasa l 35 

(1) Syara t Pejabat Negara yang dapat membeli ktmdaraan perorangjin d inas 

tanpa mela lui lelang ada lah: 

a . telah memi l ik i m a s a ker ja a tau m a s a pengabdian se lama 4 (empat) tahur 

a tau lebih secara ber turut- turut , terhitung mula i tanggal ditetapkar 

menjadi Pejabat Negara; 

b. t idak sedang a tau t idak pemah d i tuntut l indak p idana deng;an ancamar 

' h u k u m a n p idana penjara paling s ingkat 5 (lima) t ahun . 

(2) Secara ber turut - turut sebagaimana d imaksud pada ayat 

(2) h u r u f a ada lah secara berkelanjutan menjakini m a s a j aba tan piada ins tans i 

yang sama a tau pada ins tans i yang berbeda. 
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Bagian Kelima 

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 

Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara 

Pasal 33 

(1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa rnelalui lelang 

kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah: 

a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: terhitung mulai tanggal, 

bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru, atau 

b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan 

selain tersebut pada angka 1. 

(2) sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas. 

Pasal 34 

(1) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada: 

a. pejabat negara,dan 

b. mantan pejabat negara, 

(2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: 

a. Wali Kota, dan 

b. Wakil Wali Kota. 

(3) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b , yaitu: 

a. mantan Wali Kota, dan 

b. Mantan Wakil Wali Kota. 

Pasal 35 

(1) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas 

tanpa melalui lelang adalah: 

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun 

atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan 

menjadi Pejabat Negara, 

b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman 

hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. | 

(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi 

yang sama atau pada instansi yang berbeda. 
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Pasa l 36 

( l l Pejabat Negara mengajukan permohonan ptmjualan kendaraan perorangan 

d inas pada t a h u n terakhir periode j aba tan Peyabat Negara. 

(2) T a h u n terakhir periode j aba tan Pejabat Negara sebagaimana d imaksud p a d i 

ayat (1) ada lah t a h u n terakhir pada periode j aba tan Pejabat Negara sesue i 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kendaraan perorangan d inas yang di jual tanpa mela lui lelang ptaling banyak 

1 (satu) un i t kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, u n t u k tiajD 

penjualan yang d i l akukan . 

Pasa l 37 

(1) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan peroi-angan d inas 

tanpa mela lui lelang memenubi persyaratsin: 

a . telah memi l ik i m a s a ker ja a tau m a s a penj^abdian se lama 4 (empat) t a h u n 

a tau lebih secara ber turut- turut , terhi tung mu la i tanggal di tetapkan 

menjadi Pejabat Negara sampai dengan b e r a k h i m y a m a s a j£ibatan; 

b. belum p e m a h membeli kendaraan perorangan d inas tanpa mela lui lelang 

pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara; 

c. t idak siedang a tau t idak p e m a h d i tuntut t indak p idana dengan ancaman 

h u k u m a n p idana penjara paling singkat 5 (lima) t ahun ; dan 

d. t idak diberhent ikan dengan t idak hormat dar i j aba tannya . 

(2) Secara ber turut - turut sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a a d a l a i 

secara berkelanjutan menja lani m a s a j aba tan pada ins tans i yang sama a tau 

pada inst f insi yang berbeda. 

Pasa l 38 

(1) Kendaraan perorangan d inas yang di jual t anpa mela lui lelang kepada mantan 

Pejabat Negara pal ing banyak 1 (satu) un i t kendaraan bagi 1 (satu) orang 

mantan Pejabat Negara, u n t u k tiap penjualan yang d i l akukan . 

(2) Mantan Pejabat Negara mengajukan peraiohonan Penjualan kendaraan 

perorangan d inas paling Isima 1 (satu) t a h u n sejak b e rakh imya m a s a j aba ta i i 

Pejabat N<;gara yang bersangkutan. 

Pasa l 39 

Pengguna B a r a n g menentukan harga j u a l kenidaraan perorangan d inas yang 

di jual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai ASN yan:> 

d i l akukan tanpa mela lui lelang dengan ketentuan sebagai berikut; 
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Pasal 36 

Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan 

dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara. 

Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 

1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap 

penjualan yang dilakukan. 

Pasal 37 

Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas 

tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan: 

a. telah raemiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun 

atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan 

menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan, 

b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa rnelalui lelang 

pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara, 

c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman 

hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan 

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. 

Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 

secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau 

pada instansi yang berbeda. 

Pasal 38 

Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada mantan 

Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang 

mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan. 

Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan 

perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan 

Pejabat Negara yang bersangkutan. 

Pasal 39 

Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang 

dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai ASN yang 

dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut: 
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(1) Kendaraan dengam u m u r 4 (empat) t ahun sampai dengan 7 (tujuh) tahur 

harga j u a l n y a ada lah 4 0 % (empat pu luh persen) dar i n i la i wajar kendaraar 

dan 

(2) KendEiraan dengan u m u r lebih dar i 7 (tujuli) t ahun , harga j u a l n y a adala j i 

2 0 % (dua p u l u h persen) dar i n i la i wajar kendaraan . 

Pasa l 40 

Pembayaran £itas penjualan barang mi l ik daerab berupa kendaraa: i perorangab 

d inas tanpa lelang d i l akukan dengan pembayaran sekal igus, bagi Pejabajt 

N«;gara/mant<an Pejabat Negara. 

j Pasa l 41 

Pembayaran sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 40 d i l akukan mela l i i i 

penyetoran ke rekening K a s U m u m Daerab pal ing l ama 1 (satu) bu lan terhitung 

sejak tanggal be r lakunya sura t persetujuan penjualan, u n t u k pembayaraiji 

sekal igus. 

Pasa l 42 

Apabi la pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan d inas sebagaimanja 

d imaksud da lam Pasa l 41 be lum l u n a s dibayar, maka : 

a . kendaraan tersebut mas ih berstatus sebagai barang mi l ik daereih; 

b. kendaraan tersebut tetap d igunakan u n t u k keper luan d inas ; 

c. b iaya pt;rbaikan/pemelibaraan menjadi tanggung j awab Pejaba|t 

Negara/mantan Pejabat Negara a tau Pegawai ASN; dan 

d. kendaraan tersebut di larang u n t u k dip indabtangankan, disewakan 

d ip in jamkan, a t au dijamink£in kepada p ihak la in . 

1 Pasa l 43 

(1] Pejabat Negara dan mantan Pejabat } a n g t idak memenubi syarajt 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 40, F'asal 4 1 , dan Pasfil 42 dicabujt 

h a k n y a u n t u k membeli kendaraan perorangan d inas . 

(2) Kendaraj in perorangan d inas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/man tab 

Pejabat Negara sebagaimana d imaksud pada ayat (1), dan oleh Pegawai ASN 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2), d igunakan kembal i untulc 

pe laksanaan tugas. 

PERANGKAT KABAG 
D/\ERAH HUKUM ASISTEN 

1-
S E K D A   

2 Dt 

(1) Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, 

harga jualnya adalah 40Yo (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan, 

dan i 

(2) Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 

20Yo (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan. 

Pasal 40 

Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan 

dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus, bagi Pejabat 

Negara/mantan Pejabat Negara. 

Pasal 41 

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui 

penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung 

sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran 

sekaligus. 

Pasal 42 

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 belum lunas dibayar, maka: 

a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah, 

b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas, 

c. biaya  perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat 

Negara/mantan Pejabat Negara atau Pegawai ASN, dan 

d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, 

dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain. 

Pasal 43 | 

(1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi we 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 dicabut 

haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas. | 

(2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Nezara/mantan 

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan oleh Pegawai ASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). digunakan kernbali untuk 

pelaksanaan tugas. 
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Pasa l 44 

(1) B i a y a ysmg telah d ike luarkan oleh pemerintah daerah u n t u k p e r b a i k a i 

kendaraan perorangan d inas yang a k a n dibeli da lam j a n g k a wak tu 1 ( sa t i ) 

t a h u n sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat 

Negara a tau Pegawai ASN yang membeli kendaraan perorangan d inas 

tersebut dan h a r u s dibayar sebagai t ambahan harga j u a l sebagaiman^ 

d imaksud da lam Pasa l 4 1 . 

(2) B i a y a yang telah d ike luarkan oleh pemerintah daerah u n t u k perbaikaj i 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ad^Jah biaya se la in ]3emeliharaa]i 

ru t in a tas kendaraan perorangan dinas. 

Pasa l 45 

(1) Pejabat Negara a tau Pegawai ASN yang p e m a h membeli kendaraah 

perorangan d inas , dapat membeli lagi 1 (satu) un i t kendaraan perorangan 

d inas tanpa mela lui lelang setelah j a n g k a vmktu 10 (sepuluh) t a h u n sejajc 

pembelian yang pertama. 

(2) Pembelian kembal i a tas kendaraan perorangsm d inas sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) dapat d i l akukan sepanjguig Pejabat Negara tersebut mas ih akt j f 

sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan. 

Pasa l 46 

(1) Penjualan kendaraan perorangan d inas yang di jual tanpa mela lui lelanjg 

sebagaimsina d imaksud da lam Pasa l 34, d iawal i dengan pengajuap 

permohonan penjualan oleh: 

a . Pejabat Negara, pada t a h u n terakhir periode j aba tan Pejabat Negara; 

b. Mantan Pejabat Negara, pal ing l ama 1 (satu) t a h u n sejak be rakh imy^ 

m a s a j aba tan Pejabat Negara yang bersangkutan; dan 

(2) Pengajuar^ permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i sampa ika^ 

oleh: 

a . Pejabat Negara kepada Pengguna Barang ; 

b. Mantan Pejabat Negara kepada Wal i Kota; dan 

(3) Su ra t Permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) memuat an ta ra 

la in : 

a . data pribadi, berupa nama , j aba tan , a lamat, dan tempat/tanggal lahir^ 

dan 

b. a l asan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas . 

PERANGKAT 
DAERAH 

KA 
HL 

IBAG 
KUM ASISTEN S E K D A 

• r Q / 

V \ '   

(1) 

(2) 

(4) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Pasal 44 

Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan 

kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat 

Negara atau Pegawai ASN yang membeli kendaraan perorangan dinas 

tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41. 

Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan 

rutin atas kendaraan perorangan dinas. 

Pasal 45 

Pejabat Negara atau Pegawai ASN yang pernah membeli kendaraan 

perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan 

dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 

pembelian yang pertama. 

Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif 

sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan. 

Pasal 46 

Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diawali dengan pengajuan 

permohonan penjualan oleh: 

a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara, 

b. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya 

masa jabatan Pejabat Negara yang bersarigkutan, dan 

Pengajuar: permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

oleh: 

a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang: 

b. Mantan Pejabat Negara kepada Wali Kota, dan | 

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara | 

lain: 

a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir, 

dan 

b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas. 

  
PERANGKAT | KABAG 
DAERAH | HUKUM | ASISTEN | SEKDA 

titi 
| f 

  

               



- 23 -

Pasa l 47 

(1) S u r a t Permohonan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 46 ayat (3) d i lampi j i 

dokumen pendukung. 

(2) Dokumen pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bagi Pejabat 

Negara/mantan pejabat negara, an ta ra la in : 

a . fotokopi su ra t keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara a tau sura, 

keputusan pemberhentian bagi mantam Pejabat Negara; 

b. fotokopi k a r t u identitas; 

c. sura t pemyataan yang menyatakain be lum p e m a h membeli a tau pernah 

membeli kendaraan perorangan d inas tanpa lelang setelah j angka wakt|u 

j 10 (sepuluh) t a h u n sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara; 

d. da lam h a l Pejabat Negara mengajukan pembelian kembgili kendaraab 

i perora.ngan d inas tanpa lelang, d i lampirkan fotokopi sura t keputusan 

j pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan 

jangkf i w a k t u 10 (sepuluh) t a h u n sejak pembelian pertama kendaraan 

perora ngan d inas sebagaimana d imaksud pada h u r u f c; 

e. sura t pemyataan yang menyatakan be lum p e m a h membfili kendaraah 

perorangan d inas tanpa mela lui lelang pada saat yang bersangkutap 

menjadi Pejabat Negara bagi man tan Pejsibat Negara; dan 

f. sura t pemyataan yang menyatakan t idak sedang a tau tidak p e m a h 

d i tuntut t indak p idana dengan ancaman h u k u m a n pidana pienjara pal ing 

singkeit 5 (lima) t ahun . 

Pasa l 48 

(1) Be rdasa rkan S u r a t Permohonan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 46 aybt 

(3), Pengguna Ba rang me l akukan persiapan permohonan penjualan, antaifa 

la in : 

a . data admin is t ras i kendaraan perorangan d inas ; dan 

b. penjelasan dan pert imbangan penjualan kendaraan perorangan d inas 

tanpa mela lui lelang. 

(2) Da lam hsil pers iapan permohonan penjualan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) te lah selesai, Pengguna B a r a n g melgdui Pengelola Baranig mengajukan 

u s u l a n penjualan kepada Wal i Kota se laku p«5megang k e k u a s a a n pengelolaajn 

barang mi l ik daerah disertai : 

a . fotokopi B u k u Pemil ik Kendaraan Bermotor (BPKB ) ; 

b. fotokopi S u r a t T a n d a Nomor Kendaraan (STNK): 

P E R A N G K A T 

D A E R A H 

K A B A G 

H U K U M 
A S I S T E N S E K D / l   
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Pasal 47 | 

(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 46 ayat (3) dilampiri 

(2) 

(1) 

(2) 

dokumen pendukung. 

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat 

Negara/mantan pejabat negara, antara lain: 

a. »
 

—
 fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau sur 

keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara, 

fotokopi kartu identitas, 

L
e
.
 

——
 

surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pern 

membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka wakt 

10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara, 

dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendara 

perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputus 

pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan deng 

5
5
3
 

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama ai 

perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, | 

surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendara 

perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangku 

menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara, dan 

surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak perna 

dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara palin 

singkat 5 (lima) tahun. ' 
| 

Pasal 48 | 

Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 

(3), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan, antara 

lain: 

a. 

b. 

Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan 

usulan penjualan kepada Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan 

barang milik daerah disertai: 

a. 

b. 

data administrasi kendaraan perorangan dinas, dan 

penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas 

tanpa melalui lelang. 

fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 

fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): 
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c. sura t permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana d imaksud 

dalam Pasa l 47 ayat (1) dan ayat (2); 

d. r inc ian biaya yang telah d ike luarkan oleh pemerintah daerah u n t u k 

perbaikan kendaraan perorangan d inas yang a k a n dibeli da lam j a n g k a 

wak tu 1 (satu) t a h u n sebelum adanya persetujuan penjualan; dan 

e. sura t pemyataan dar i pengguna barang bahwa sudab ada kendaraan 

penggjmti. 

(3) Wal i Kota me l akukan penelit ian a tas u s u l a n permohonan penjualaj i 

sebagaimima d imaksud pada ayat (2). 

(41 Da lam me l akukan penelit ian sebagaimana diimaksud pada ayat (3), Wal i 

Kota membentuk T i m un tuk : 

a . me l akukan penelit ian ke layakan a lasan (dan pert imbangan permohonaiji 

penjufdan barang mi l ik daerah; 

b. me l akukan penelit ian fisik, dengan ca ra mencocokkan fisik kendaraaij i 

perorangan d inas yang a k a n di jual dengan data administrati f . 

(5) Has i l penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i tuangkan dalanji 

berita aca ra has i l penelit ian u n t u k se lanjutnya d isampaikan kepada Wa^i 

Kota mela lui Pengelola Barang . 

(6) Wal i Kota mela lui Pengelola Ba rang menugaskan Penilai untultc melakukaij i 

peni la ian atas kendaraan perorangan d inas 3'ang a k a n di jual . 

(7) Has i l peni la ian sebagedmana d imaksud pada ayat (6) d i jadikan sebagai dasa^ 

penetapan n i la i l imit penjualan barang mi l ik daerah. 

Pasa l 49 

(1) Pengelola Ba rang mengajukan permohonan persetujuari penjualaik 

berdasarkan has i l penelit ian dan peni la ian sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 48 ayat (5) dan ayat (7) kepada Wal i Ko l a sesua i batas kewenangannya 

(2) Apabi la persetujuan Wal i Kota sebagaimana d imaksud pada ayat (1), melebihi 

batas wgd-ctu has i l peni la ian, m a k a sebelum d i l akukan penjualan terlebih 

dahu lu h a r u s d i l akukan peni laian ulang. 

(3) Wal i Kota menyetujui dan menetapkein kendaraan perorangan d inas y a n ^ 

a k a n di jual berdasarkan has i l penelitian dan peni laian sebagaiman^. 

d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pal ing sedikit memuat: 

a . data ksndaraan perorangan d inas; 

b. n i la i p j ro lehan; 

c. n i la i b u k u ; 

PERANGKAT KABAG . ^ , ™ F N 
D/VERAH HUKUM ^ ^ ^ ^ ^ ^ S E K D A   

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 

(1) 

(2) 

(3) 

IG 

C. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), 

d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, dan 

e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan 

pengganti. | 

Wali Kota melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali 

Kota membentuk Tim untuk: 

a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan 

penjualan barang milik daerah: 

b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan 

perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif. 

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam 

berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali 

Kota melalui Pengelola Barang. 

Wali Kota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan 

penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual. 

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar 

penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah. 

Pasal 49 

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan 

berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 48 ayat (5) dan ayat (7) kepada Wali Kota sesuai batas kewenangannya. 

Apabila persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi 

batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih 

dahulu harus dilakukan penilaian ulang. 

Wali Kota menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang 

akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat: 

a. data kendaraan perorangan dinas, 

b. nilai perolehan, 

c. nilai baku, 
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d. harga j u a l kendaraan perorangan d inas; dan 

e. r inc ian b iaya yang telah d ike luarkan pemerintah daerah u n t u k perbaikaj i 

kendaraan perorangan d inas yang a k a n dibeli da lam j angka w a k t u [l 

(satu) t ahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimank 

d imaksud da lam Pasa l 45 ayat (1) u n t u k Pejabat Negara dan pegaw£i 

ASN. 

(4) Da lam h£il Wal i Kota t idak menyetujui penjualan kendaraan perorangak 

d inas tanpa mela lui lelang Wal i Kota member i tahukan secara tertul is kepada. 

pemohon melalui Penggelola Barang . 

(5) Be rdasa rkan penetapan sebagaimana dim£iksud pada ayat (3), Pengeloja 

Ba rang me l akukan penjualan kendaraan perorangan d inas ke;pada Pejabat 

Negara/mantan Pejabat Negara. 

Pasa l 50 

(1) Pejabat Nijgara me lakukan pembayaran ke K a s U m u m Daerah, terdir i dari : 

a . pembelian kendaran perorangan d inas sesuai harga ju£j k enda raa^ 

perorangan d inas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 4 1 ; clan 

b. biaya yang telah d ike luarkan oleh pemerintah daerah u n t u k perbaikaj i 

kendaraan perorangan d inas yang a k a n dibeli da lam j a n g k a w a k t u 

(satu) t a h u n sebelum adanya persetujuan penjualan sebaga iman i 

d imaksud da lam Pasa l 46 ayat (1). 

(2) Mantan Pejabat Negara me lakukan pembayaran ke K a s U m u m Daerah sesu£i 

harga j u a l kendaraan perorangan d inas sebagaimana d imaksud da lam Pas£l 

39 . 

(3) Serah ter ima barang d i l aksanakan setelah lunas dibayar yang d ibukt ikan 

dengan sura t keterangan pe lunasan pembayaran da i i Pengelola 

Barang/Pimgguna Barang . 

(4) Pengelola Barang/Pengguna Ba rang mengajukan u s u l a n j jenghapusan 

barang mi l ik daerah sebagai t indak lanjut serah ter ima barang sebagaimana 

d imaksud pada ayat (4). 

(5) Pengelola B a r a n g dan Pengguna Barang me lakukan pengawasan dan 

pengendalian pe laksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan 

perorangan d inas sesua i tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing 

sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Kendaraan perorangan d inas yang t idak d i l akukan penjualan dengaik 

mekanisme sebagaimana d iatur da lam Pasa l 45 ser ta t idak d igunakan untulj: 

penyelengj;araan tugas, dapat d i l akukan penjualan secara lelang. 
PERANGKAT 

D/cERAH 
KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A   

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

2 2G. 

d. harga jual kendaraan perorangan dinas, dan 

e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan 

kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) untuk Pejabat Negara dan pegawai 

ASN. 

Dalam hal Wali Kota tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan 

dinas tanpa melalui lelang Wali Kota memberitahukan secara tertulis kepada 

pemohon melalui Penggelola Barang. 

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola 

Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat 

Negara/mantan Pejabat Negara. 

Pasal 50 

Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari: 

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kengadaan 

perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dan 

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan 

kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). 

Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai 

harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

39. 

Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan 

dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola 

Barang/ Pengguna Barang. 

Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan 

barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4). 

Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan 

perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan 

mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 45 serta tidak digunakan untuk 

penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang. 
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B A B V I 

T U K A R MENUK.\R 

Bag ian Kesa tu 

Pr ins ip U m u m 

Pasa l 5 1 

(1) T u k a r menukar barang mi l ik daerah d i l aksanakan dengan pertimbangan: 

a . u n t u k memenubi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahaj|i; 

b. u n t u k opt imal isasi barang mi l ik daerah; dan 

c. t idak tersedia dana da lam A P B D . 

(2) T u k a r m imukar sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tempuh apabi la 

pemerintah daerah t idak dapat menyedial ian t anah dan/atau bangunan 

pengganti. 

(3) Se la in pert imbangan sebagaimana dimaksuid pada ayat (1), tuka r m e n u k s r 

dapat d i l akukan : 

a . apabi la barang mi l ik daerah berupa tanah dan/atau bangunan s u d a i 

t idak siesuai dengan tata ruang wi layab a tau penataan kota: 

b. guna menya tukan barang mi l ik daerah yang lokas inya terpencar; 

c. da lam rangka pe laksanaan reneana strategis p emer in t a i 

' pusat/ pemerintah daerah; 

d. guna mendapatkan/member ikan aksefi j a l a n , apabi la objek t u k a -

menukar ada lah barang mi l ik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 

dan/ai:au 

e. telah ketinggalan teknologi sesua i kebutuhan , kondis i , atEiu ketentuan 

peraturan perundang-undangan, apabiki objek tuka r menukar adala l i 

barang mi l ik daerah selain t anah dan/at£iu bangunan. 

(4) T u k a r menukar barang mi l ik daerah dapat d i l akukan dengan pihak: 

a. Pemerintah Pusat ; 

b. Pemerintah Daerah la innya ; 

c. B a d a n U s a h a Mil ik Negara/Daerah a tau badan h u k u m mi l ik pemer inta i 

l a innya yang dimi l ik i negara; 

d. Pemerintah Desa; a tau 

e. Swas ta ; 

(5) Swas ta sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f e ada lah p ihak swas ta 

baik yang berbentuk badan h u k u m m a u p u n perorangan. 
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BAB VI 

TUKAR MENUKAR 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umura 

Pasal 51 

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. 

b. 

Cc. 

untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, 

untuk optimalisasi barang milik daerah, dan 

tidak tersedia dana dalam APBD. 

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila 

(3I 

(4) 

(5) 

pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan 

pengganti. 

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar 

dapat dilakukan: 

a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah 

tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota: 

guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar, 

dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah 

pusat/ pemerintah daerah, | 

guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar 

menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, 

dan/atau 

telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar meriukar adalah 

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lainnya, | 

Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum milik pemerintah 

lainnya yang dimiliki negara, 

Pemerintah Desa, atau 

- 
Swasta, | 

Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan. 
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Pasa l 52 

(1) T u k a r menukar barang mi l ik daerah dapat berupa: 

a . t anah dan/atau bangunan yang telah d i se rahkan kepada Wal i Kota; 

b. t anah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang ; dan 

c. selain t anah dan/atau bangunan. 

(2) T a n a h dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimanb 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f b an ta ra la in tanah dan/atau bangunan yang 

mas ih di j jergunakan u n t u k penyelenggararm tugas dan fungsi Penggun i 

Barang , bitapi t idak sesua i dengan tata ruan g wi layab a tau penataan kota. 

(3) T u k a r menukar sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i laksansikan oleh 

Pengelola Barang . 

Pasa l 53 

T u k a r menukar d i l aksanakan setelah d i l akukan ka j ian berdasarkan: 

a . aspek teknis , an ta ra la in : 

1. Kebu tuhan Pengelola Ba rang /Pengguna Bgirang; dan 

2. Spesifika s i barang yang d ibu tuhkan ; 

b. aspek ekonomis, an ta ra la in ka j ian terhadap n i la i barang mi l ik daerah yang 

dilepas dan n i la i barang pengganti; 

c. aspek yur id i s , an ta ra l a in : 

1. Ta ta ruang wi layab dan penataan kota; dan 

2. B u k t i ke j iemi l ikan. 

Pasa l 54 
i 

B e rdasa rkan ka j ian sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 53 terhadap barang 

mi l ik daerah berupa t anah dan/atau bangunan, Wal i Kota dapat member ikan 

a l temat i f bentuk la in pengelolaan barang mi l ik daerah atas permohonan 

persetujuan t u k a r menukar yang d iusu lkan oleh Pengelola Barang/Penggun^. 

Barang . 

Pasa l 55 

(1) Ba rang pengganti t u k a r menukar dapat berupa: 

a . barang sejenis; dan/a tau 

b. barang t idak sejenis. 

(2) Ba rang pengganti u t a m a tuka r menukar barang mi l ik daerah berupa tanah , 

h a r u s berupa: 
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Pasal 52 

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Wali Kota, 

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang, dan 

c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang 

masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna 

Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau periataan kota. 

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Pengelola Barang. 

Pasal 53 

Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: 

a. aspek teknis, antara lain: 

1. Kebutuhan Pengelola Barang / Pengguna Barang: dan 

2. Spesifikasi barang yang dibutuhkan, 

b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik daerah yang | 

dilepas dan nilai barang pengganti, 

c. aspek yuridis, antara lain: 

1. Tata ruang wilayah dan penataan kota, dan 

2. Bukti kepemilikan. 

Pasal 54 

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terhadap barang 

milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, Wali Kota dapat memberikan 

alternatif bertuk lain pengelolaan barang milik daerah atas permohonan 

persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/ Pengguna 

Barang. 

Pasal 55 

(1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa: 

a. barang sejenis, dan/atau 

(2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa tanah, 

b. barang tidak sejenis. 

harus berupa: 
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a . t anah ; a tau 

b. t anah dan bangunan. 

(3) Ba rang p(;ngganti u t ama tuka r menukar barang mi l ik daerah t e r u p a 

|bangungui, dapat berupa: 

a . t anah ; 

b. t anah dan bangunan; 

c. bangunan; dan/atau 

d. se la in t anah dan/atau bangunan. 

(4) Ba rang pmggant i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dan fiyat (3) h a r i i s 

berada da lam kondis i s iap d igunakan pada tanggal penfindatanganan 

perjanjian tuka r menukar a tau Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BASIT). 

Pasa l 56 

(1) Nilai barang pengganti a tas tuka r menukar pal ing sedikit seimbang dengajn 

n i la i wajar barang mi l ik daerah yang dilepas 

(2) Apabi la n i la i barang pengganti lebih keci l dar ipada n i la i wajar barang milijk 

daerah yang dilepas, m i t ra t u k a r menukar wajib menyetorkan ke rekening 

K a s U m u m Daerah atas se jumlah sel is ih n i la i an ta ra ni la i wajai ' barang mi l ik 

daerah yang dilepas dengan n i la i barang pengganti. 

(3) Penyetoran sel is ih n i la i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i l aksanakan 

pal ing lambat 2 (dua) har i ker ja sebelum Ber i ta Acara Se rah T e i i m a (BAST) 

ditandatangani. 

(4) Se l i s ih n i la i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dan ayat (3) d i tuangkan 

dalam perjanjian tuka r menukar . 

Pasa l 57 

(1) Apabi la pe laksanaan tuka r menukar mengharuskan mi t ra t u k a r menukalr 

membangun bangunan barang pengganti, m i t ra tuka r menukar menun ju c 

konsu l tan pengawas dengan persetujuan Wal i Kota berdasarkaj i 

pert imbangan dar i Perangkat Daerah terkait. 

(2) Konsul tan pengawas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) merupakan badaiji 

h u k u m yang bergerak di bidang pengawasan kons t ruks i . 

(3) B i a y a konsu l tan pengawas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) menjadi 

tanggung j awab mi t ra tuka r menukar . 
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a. tanah, atau 

b. tanah dan bangunan. 

Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa 

bangunan, dapat berupa: 

a. tanah: 

b. tanah dan bangunan, 

c. bangunan, dan/atau 

d. selain tanah dan/atau bangunan. 

Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus 

berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan 

perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Pasal 56 

Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan 

nilai wajar barang milik daerah yang dilepas. 

Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang milik 

daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening 

Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar barang milik 

daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti. 

Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) 

ditandatangani. | 

Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan 

dalam perjanjian tukar menukar. 

Pasal 57 

Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar 

membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar menunjuk 

konsultan pengawas dengan persetujuan Wali Kota berdasarkan 

pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait. 

Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan 

hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi. 

Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

tanggung jawab mitra tukar menukar. 
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Pasa l 58 

T a k a r menukar d i l aksanakan oleh pengelola barang setekih mendapat 

piersetujuan Wal i Kota sesua i dengan kewenangannya. 

Bag ian Kedua 

T a t a C a r a Pe laksanaan T u k a r Menukar Ba rang Mil ik Daerah 

Pada Pengelola B a r a n g 

Pasa l 59 

P (daksanaan t u k a r menukar barang mi l ik daerah yang berada pada Pengelola 

B a r a n g d i l akukan berdasarkan: 

a . k ebu tuhan dar i Pengelola Ba rang u n t u k me l akukan tuka r menukar ; a tau 

b. permohonan t u k a r menukar dar i p ihak sebagaimana d imaksud da lam Passjl 

51 ayat (4). 

Pasa l 60 

(1) Pelaksangian tuka r menukar barang milik daerah yang d idasarkan pada 

kebutuhan pengelola barang sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 60 h u r u f a , 

d iawal i dengan pembentukan T i m oleh Wal i Rlota u n t u k me lakukan penelit ian 

mengenai kemungk inan me laksanakan t u k a r menukar yang d idasarkan padja 

pert imbangan sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 52 ayat (1) dan ayat 3. 

(21 Penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mel iputi : 

a . penelit ian ke layakan t u k a r menukar , baik dar i aspek teknis , ekonomis. 

' m a u p u n yur id is ; 

b. penelit ian data administrati f ; dan 

c. penelit ian fisik. 

(3) Penelit ian administrat i f sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f 

d i l akukan u n t u k meneliti : 

a . s ta tus penggunaan dan bukt i kepemi l ikan, gambar situfisi t e rmasuk 

lokasi tanah, luas , pe runtukan , kode baramg, kode register, n a m a barang 

dan n i la i peroleban, u n t u k data barang mi l ik daerah berupa tanah ; 

D. t a h u n pembuatan, kode barang, kode reg;ister, n a m a barang, konstruksj i 

bangunan, luas , s ta tus kepemi l ikan, lokasi , n i la i perolehim, dan nilaji 

b u k u , u n t u k data barang mi l ik daerah berupa bangunan; 

c. t a h u n peroleban, kode barang, kode register, n a m a barang, j u m l a h , nilaji 

peroleban, n i la i b u k u , kondis i barang, dan bukt i kepemi l ikan kendaraaj i 

u n t u k data barang mi l ik daerah berupa selain t anah dan/ataiu bangunan. 
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Pasal 58 | 

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 

persetujuan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang 

Pasal 59 

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang dilakukan berdasarkan: | 

a. kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar menukar, atau 

b. permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

51 ayat (4). 

Pasal 60 

(1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada 

kebutuhan pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, 

diawali dengan pembentukan Tim oleh Wali Kota untuk melakukan penelitian 

mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pada 

pertimbarigan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat 3. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, 

maupun yuridis, 

b. penelitian data administratif, dan 

c. penelitian fisik. 

(3! Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilakukan untuk meneliti: 

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk 

lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, 

dan nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa tanah, 

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi 

bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai 

buku, untuk data barang milik daerah berupa bangunan, 

Cc. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai 

perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan 

untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan. 
| 
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(4) Penelit ian fisik sebagaimana d imaksud paida ayat (2) h u r u f c di lakukem 

dengan ca ra mencocokkan fisik barang mi l ik daerah yang a k a n d i tukarkg j i 

dengan data administrat i f sebagaimana d imaksud pada ayat (3). 

(5) Has i l penelit ian sebagaimana d imaksud pa.da ayat (3) dan (4) dituangka(n 

da lam benta aca ra penelit ian. 

(6) T i m menyampaikan berita aca ra has i l penelit ian sebagaimana d imaksud 

pada ayat (5) kepada Wal i Kota u n t u k penetajjan barang mi l ik daerah menjadi 

objek t u k a r menukar . 

Pasa l 6 1 

( I j BerdasarF:an penetapan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 60 ayat (6i, 

Pengelola Ba rang menyusun r inc ian rencj ina barang pengganti sebagsi 

ber ikut: 

a . t anah meliputi l u a s dan lokasi yang pe run tukannya sesuai dengan t a t i 

ruang wi layab; 

b. bangunan meliputi : j en i s , luas , dan kons t ruks i bangunan serta s a r a n a 

dan p rasa rana penunjang; dan 

c. selain t anah dan bangunan meliputi j um l . i h , j en i s barang, kondis i barang 

dan spesi f ikasi barang. 

(2) Pengelola Barang me lakukan peni la ian terhjidap barang mi l ik daerah y a n ^ 

a k a n d i tuka rkan dan barang penggemti. 

(3) Has i l Peni la ian sebagaimana d imaksud pada ayat (2) disampaikian Pengelol^. 

Ba rang kepada Wal i Kota. 

Pasa l 62 

(1) Be rdasa rkan has i l peni laian sebagaimana d imaksud da lam PasgJ 6 1 ayat (3) 

Wal i Kota me lakukan penetapan mi t ra tuka r menukar . 

(2) Wal i Kota menerbi tkan keputusan tuka r menukar paling sedikit memuat : 

a . m i t ra tuka r menukar ; 

b. barang mi l ik daerah yang a k a n dilepas; 

c. n i la i w.ajar barang mi l ik daerah yang akan dilepas yang mas ih berlaku 

pada tsmggal keputusan diterbitkan; dan 

d. r inc ian rencana barang pengganti. 

(3) Pengelola EJarang mengajukan permohonan p'srsetujuan tukar menukar 

kepada Wal i Kota. 
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Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan 

dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan ditukarkan 

dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan 

dalam berita acara penelitian. 

Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) kepada Wali Kota untuk penetapan barang milik daerah menjadi 

objek tukar menukar. 

Pasal 61 

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6), 

Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai 

berikut: 

a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata 

ruang wilayah, 

b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana 

dan prasarana penunjang, dan | 

c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang 

dan spesifikasi barang. 

Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang 

akan ditukarkan dan barang pengganti. 

Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pengelola 

Barang kepada Wali Kota. 

Pasal 62 

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), 

Wali Kota melakukan penetapan mitra tukar menukar. 

Wali Kota menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat: 

a. mitra tukar menukar, 

b. barang milik daerah yang akan dilepas, | 

c. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih berlaku 

pada tanggal keputusan diterbitkan, dan 

d. rincian rencana barang pengganti. | 

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar 

kepada Wali Kota. 
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(4 ) Da lam ha l tuka r menukar memer lukan persetujuan DPRD, Wal i Kota terlebih 

d a h u l u mengajukan permohonan persetujuan t u k a r menukar kepada DPRD . 

(5) Berdasar lcan sura t persetujuan tuka r menukar sebagaimana d imaksud pac a 

ayat (3) dan ayat (4), Wal i Kota dan mi t ra tuka r menukar menandatangani 

perjanjian tuka r menukar . 
I 

(6) Setelah menandatangani perjanjian tuka r menukar sebagaimena d imaksud 

pada ayat (5), mi t ra tuka r menukar me laksanakan : 

a . pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesua i dengan 

perjanjian t u k a r menukar , u n t u k tukf ir menuka r a tas barang mi l ik 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan. 

b. pekerjaan me laksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuid 

i dengan perjanjian tuka r menukar t e rmasuk menyelesaikan pengurusat i 
i 

dokumen administrat i f yang d iper lukan, t u k a r menukar a tas barang mi l ik 

daerah berupa selain t anah dan/atau bangunan. 

Pasa l 63 

Wal i Kot£i membentuk T i m u n t u k me lakukan monitoring pe laksanaan 

pengadaan/ pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsu l tan 

pengawas dan penelit ian lapangan. 

Sebelum d i l akukan penyerahan barang mi l ik daerah yang dilepas, Pengelol i 

Ba rang melgikukan peni la ian terhadap kesesua ian barang pengganti sesue i 

dengan yang tertuang da lam perjanjian tukaj- menukar . 

Da lam ha l has i l peni la ian sebagaimana tersebut pada ayat (2) m e n u n j u k k a n 

bahwa terdapat ke t idaksesu ian spesifikfisi dan/a tau j u m l a h barang 

pengganti dengan perjanjian tukar menukar , mi t ra tukar menukar 

berkewajiban melengkapi/memperbaiki ke t idaksesuai tersebut. 

Da lam ha l kewaj iban mi t ra tuka r menukar u n t u k melengkapi/memperbaiki 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3) tideik dapat dipenuhi , m a k a mi t ra t u k a * 

menukar berkewajiban u n t u k menyetorkan sel is ih n i la i barang mi l ik daeral i 

dengan barang pengganti ke rekening K a s U m u m Daerah. 

Wal i Kots. membentuk T i m u n t u k m e l a i u k a n penelit ian kelengkapan 

dokumen barang pengganti, an ta ra la in bukt i kepemi l ikan, serta meny iapkan 

Ber i ta Ac£ira Serah Ter ima (BAST) u n t u k ditandatangani ol(;h Pengelohi 

B a r a n g dan mi t ra tuka r menukar . 
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Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih 

dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD. 

Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan ayat (4), Wali Kota dan mitra tukar menukar menandatangani 

perjanjian tukar menukar. 

Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan: 

a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan 

perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang milik 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan. 

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai 

dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan 

dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar atas barang milik 

daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan. 

Pasal 63 

Wali Kota membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan 

pengadaan/ pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan 

pengawas dan penelitian lapangan. 

Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas, Pengelola 

Barang melakukan penilaian terhadap kesesuaian barang pengganti sesusi 

dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar. 

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) menunjukkan 

bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/atau jurnlah barang 

pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar 

berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai tersebut. 

Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/ memperbaiki 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar 

menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai barang milik daerah 

dengan barang pengganti ke rekening Kas Umum Daerah. 

Wali Kota membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan 

dokumen barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan 

Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola 

Barang dan mitra tukar menukar. 
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Pasa l 64 

(1) Be rdasa rkan perjanjian T u k a r Menukar Pengelola Ba rang m e k i k u k a n seraj i 

ter ima bai-ang, yang d i tuangkan da lam Ber i ta Acara Serah Ter ima (BAST) . 

(2) Berdasarl<:an Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BASIT) sebagaimana d imaksud padla 

ayat (1), I^engelola Ba rang mengajukan u s u l a n penghapusan barang mi l ik 

daerah yang dilepas dar i daftar barang Pengelola kepada Waili Kota serta 

Pengelola Ba rang mencatat dan mengajukan permohonan peniJtapan s ta tus 

penggunaan terhadap barang pengganti sebagai barang mi l ik daerah. 

Pasa l 65 

(1) Pe laksanaan t u k a r menukar barang mi l ik daerah yang d idasarkan padk 

permohonan dar i p ihak sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 59 h u r u f t|, 

d iawal i dengan mengajukan permohonan secara tertul is kepada Wal i Kota. 

(2) Permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) disertai dabi pendukung 

berupa: 

a . r inc ian peruntukan; 

b. jenis/spiesif ikasi; dan 

c. lokasi/ciata teknis ; 

d. perkiraam n i la i barang pengganti; dan 

e. ha l la in yang d iper lukan. 

(3) Pe laksanaan tuka r menukar barang mi l ik daerah yang d idasarkan padk 

kebutuhan Pengelola Ba rang pada permohonan dar i p ihak sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 5 ayat (4). 

Bag ian Ketiga 

Ta ta C a r a Pe laksanaan T u k a r Menukar 

Pada Pengguna Ba rang 

Pasa l 66 

(1) Pengguna Ba rang mengajukan permohonan persetujuan t u k a r menukaj-

kepada Wgili Kota mela lui Pengelola Barang , Ciengan disertai : 

a . penjelasan/pert imbangan t u k a r menukar ; 

b. sura t pemyataan atas per lunya d i l aksanakan tuka r menukar yang 

I ditandjitangani oleh Pengguna Barang ; 

c. Peraturan daerah mengenai tata ruang wi layah a tau penatasm kota; 
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Pasal 64 

Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar Pengelola Barang melakukan serah 

terima barang, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik 

daerah yang dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Wali Kota serta 

Pengelola Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status 

penggunaan terhadap barang pengganti sebagai barang milik daerah. 

Pasal 65 

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada 

permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, 

diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data pendukung 

berupa: 

a. rincian peruntukan, 

b. jenis/spesifikasi, dan 

c. lokasi/data teknis, 

d. perkiraan nilai barang pengganti, dan 

e. hal lain yang diperlukan. 

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada 

kebutuhan Pengelola Barang pada permohonan dari pihak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar 

Pada Pengguna Barang 

Pasal 66 

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar 

kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang, dengan disertai: | 

a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar: 

b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang 

ditandatangani oleh Pengguna Barang, 

c. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota, | 
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d. data administrat i f barang mi l ik daerah yang dilepas; dan 

e. r inc ian rencana kebutuhan barang pengganti. 

(2) Da ta administrat i f barang mi l ik daerah yang dilepas sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) h u r u f d, d iantaranya: 

a . s ta tus penggunaan dan bukt i kepemil ikan, gambar s i tuas i t e rmasuk 

lokasi t anah , luas , kode barang, kode nsgister, n a m a barang, dan n i la i 

perolelian, u n t u k barang mi l ik daerah berupa tanah ; 

b. t ahun pembuatan, kode barang, kode register, n a m a barang, kons t ruks i 

bangunan, luas , s ta tus kepemi l ikan, n i la i peroleban, dan ni la i b u k u 

u n t u k barang mi l ik daerah berupa bangunan; 

c. t a h u n peroleban, kode barang, kode register, n a m a barang, j u m l a h , n i lk i 

perolel ian, n i la i b u k u , kondis i barang, dan bukt i kepemi l ikan kendaraar 

u n t u k barang mi l ik daerah berupa selain t anah dan/atau bangunan. 

(3) R inc i an r encana kebutuhgin barang pengganti sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) h u r u f e, mel iputi : 

a . l uas dan lokasi yang pe runtukannya sesua i dengan tata ruang wilayah 

u n t u k barang mi l ik daerah berupa tanah ; 

b. j en i s , luas , dan r encana kons t ruks i bangunan, serta s a r a n a dah 

p rasa rana penunjang, u n t u k barang mi l ik daerah berupa bangunar 

dan/atau 

0. j u m l a h , j en i s barang, kondis i barang dan spesi f ikasi barang u n t u k barang 

mi l ik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan. 

(4) Be rdasa rkan Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) , Pengguna B a r a n 

mengajukan u s u l a n penghapusan barang mi l ik daerah yang dilepas dar i 

Daftar Ba rang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna B a r a n g 

mencatat dan mengajukan permohonan penetapan s ta tus penggunaa i 

terhadap barang pengganti sebagai barang mi l ik daerah. 

Bag ian Keempat 

Perjanjian dan Ber i ta Acara Serah Ter ima 

Pasa l 67 

(1) T u k a r menukar d i tuangkan da lam perjanjiari. 

(2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat: 

a . identitas p ihak; 

b. j en i s dan n i la i barang mi l ik daerah; 

c. spesi f ikasi barang pengganti; 
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d. data administratif barang milik daerah yang dilepas, dan 

e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti. 

(2) Data administratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana dimaksud 

(3) 

(4, 

(1) 

(2) 

pada ayat (1) huruf d, diantaranya: 

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk 

lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai 

perolehan, untuk barang milik daerah berupa tanah, 

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi 

bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku, 

untuk barang milik daerah berupa bangunan, 

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai 

perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, 

untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan. 

Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e, meliputi: 

a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah, 

untuk barang milik daerah berupa tanah, 

b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan 

prasarana penunjang, untuk barang milik daerah berupa bangunan, 

dan/atau 

c. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk Been 

milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan. 

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang 

mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari 

Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang 

mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 

terhadap barang pengganti sebagai barang milik daerah. 

Bagian Keempat 

Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima 

Pasal 67 

Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian. 

Perjanjian sekurang-kurangnya memuat: 

a. identitas pihak, 

b. jenis dan nilai barang milik daerah, 

c. spesifikasi barang pengganti, 
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d. klaus£il bahwa dokumen kepemi l ikan barang pengganti d ia tasnamakan 

pemerintah daerah; 

e. jangk£i wak tu penyerahan objek tukar menukar ; 

f. h a k dan kewaj iban para p ihak; 

g. ketentuan da lam h a l terjadi k a h a r {force majeure); 

h. sanks:i; dan 

i . penyelesaian perse l is ihan. 

(3) Perjanjiar. tuka r menukar ditandatangani oleh m i t ra tuka r menukar dengaiji 

Wal i Kota. 

Pasa l 68 

(1) Penyerah£in barang mi l ik daerah dan barang pengganti d i tuangkan dalaiki 

Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 66 

ayat (1) . 

(21 Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) sebagaimana d imaksud pada ayat (].) 

di tandatangani oleh mi t ra tuka r menukar dan Pengelola Barang . 

(3) Penandatanganan Ber i ta Acara sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

d i l akukan pal ing lambat 1 (satu) bu lan setelah tanggal penandatanganaa 

perjanjian tuka r menukar u n t u k barang pen§;ganti yang telah siap digunakajn 

pada tanggal perjanjian tuka r menukar ditaridatangani. 

(4) Penandatanganan Ber i ta Acara sebagaimana d imaksud pcida ayat (2) 

d i l akukan pal ing l ama 2 (dua) t a h u n sets lah tanggal penandatangana i 

perjginjian t u k a r menukar u n t u k barang pengganti yang belum siap 

d igunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani. 

(5) Penandatanganan Ber i ta Acara Serah Ter imj i (BAST) h a n y a dapat d i l a k u k a h 

da lam ha l mi t ra tuka r menukar telah meraenuhi s e lu ruh ketentuan dap 

se lu ruh k J a u s u l yang tercantum da lam perjanjian tuka r menukar . 

i 

I 
i Pasa l 69 

Wal i Kota bei-wengmg membata lkan perjanjian Tukar Menukar secara sepibak 

dsJam h a l Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) tidalc ditandatangani sfimpai dengap 

bs.tas w a k t u siebagaimana d imaksud da lam Pasa l 68 ayat (3) dan ayat (4). 
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(3) 

(1) 

(2) 

(Bi 

(5) 

2 GA 2 

d. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti diatasnamakan 

pemerintah daerah, 

e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar, 

f. hak dan kewajiban para pihak: 

g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure): 

h. sanksi, dan 

pe
t»
 

. penyelesaian perselisihan. 

Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan 

Wali Kota. 

Pasal 68 

Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti dituangkan dalam 

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 

ayat (1). 

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang. 

Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatangan 

perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakan 

pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani. 

Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan 

perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap 

digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani. 

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat dilakukan 

dalam hal mitra tukar menukar telah mernenuhi seluruh ketentuan dan 

seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar menukar. 

Pasal 69 

Wali Kota berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak 

dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai dengan 

batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan avat (4). 
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I B A B VI I I 

H I B A H 

Bag ian Kesatu 

Pr ins ip Umumi 

Pasa l 70 

(1) H ibah barang mi l ik daerah d i l akukan dengan pertimbgingan u n t u k 

kepentingan: 

a . sosial ; 

b. budaya; 

c. keagamaan; 

d. kemanus iaan ; 

e. pendidikan yang bersifat non komersia l ; dan 
j 

f. Penyelenggaraan Pemer intahan pusat / pemerintahan daerah 

(2) Penyelenggaraan Pemer intahan pusat / pemer intahan daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f f ada lah t ennasuk hubungan antar negara, 

hubungan an ta ra pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan 

an ta ra pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga intemas iona l , dan 

pelaksangLan kegiatan yging menunjang penyelenggaraan tugcis dan fungsi 

pemerintah pusat a t au pemerintah daerah. 

Pasa l 71 

(1) Ba rang mi l ik daergih dapat d ih ibahkan apabi la memenubi persyaratan: 

a . bukau merupakan barang r ahas i a negara; 

b. b u k a n merupakan barang yang menguasai hajat h idup orang banyak; 

a tau 

c. t idak d igunakan lagi daleim penyelenggargian tugas dgm funigsi 

penyelenggaraan pemer intahan daerah. 

(2) Segala bk iya yang t imbul da lam proses pelal<:sanaan h ibah ditanggung 

sepenuhnya oleh p ihak penerima h ibah. 

Pasa l 72 

(1) Ba rang mi l ik daerah yang d ih ibahkan wajib d igunakan sebagaimana 

ketentuan yang ditetapkan da lam n a s k a h h ibah. 

(2) H ibah sehiagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l aksanakan oleh Pengelola 

Barang .   

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(2) 
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BAB VIII 

HIBAH 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum. 

Pasal 70 

Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk 

kepentingan: 

a. sosial: 

b. budaya, 

c. keagamaan, 

d. kemanusiaan, 

e. pendidikan yang bersifat non komersial, dan | 

f. Penyelenggaraan Pemerintahan pusat / pemerintahan daerah 

Penyelenggaraan Pemerintahan pusat / pemerintahan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, 

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubunga. 

antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan 

pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

Pasal 71 

Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan: 

a. bukan merupakan barang rahasia negara, 

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, 

atau 

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung 

sepenuhnya oleh pihak penerima hibah. 

Pasal 72 

Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana 

ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah. 

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola 

Barang. 
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\ Pasa l 73 

P ihak yang dapat mener ima h ibah ada lah: 

a . lembaga sosial , lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembagla 

kemanus iaan , a tau lembaga pendidikan yang bersifat non komerski l 

be rdasarkan a k t a pendir ian, anggaran dasar/ ' rumah tangga, a t au pemyataan 

tertul is dar i ins tans i teknis yang kompeten bahwa lembaga yang 

bersangkutan adalah sebagai lembaga dimal<:sud; 

b. pemerintah pusat ; 

c. pemerintah daerah la innya ; 

d. pemerintah desa; 

e. perorangan a tau masyaraka t yang terkena bencana a lam dengan kriterila 

masyaraka t berpenghasi lan rendah (MBR) sesua i ketentutm peraturajn 

perundang-undangan; a tau 

f. p ihak la in sesua i ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa l 74 

(1) H ibah dapat berupa: 
i 

a . t anah dan/atau bangunan yang telah d i se rahkan kepada Wal i Kota; 

b. t anah dan/atau bangunan yang berada p»ada Pengguna Barang ; dan 

c. se la in t anah dan/atau bangunan. 

(2) T a n a h dan/atau bangunan yang berada padsi Pengguna Barang sebagaimanja 

d imaksud pada ayat (1) b u m f b an ta ra l a in t anah dan/atau bangunan yang 

dar i awa i pengadaannya d i rencanakan u n t u k d ih ibahkan sesuai yang 

te rcantum da lam Dokumen Pe laksanaan Anj^garan (DPA). 

(3) Ba rang mi l ik daerah se la in t anah dan/atau bangunan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) b u m f c meliputi : 

a . barang mi l ik daerah selain t anah dan/ab iu bangunan yang dar i awa l 

pengadaannya u n t u k d ih ibahkan; dan 

b. barang mi l ik daerah se la in t anah dan/ab iu bangunan yang lebih optimal 

apabi la d ih ibahkan . 

(4) Penetapain barang mi l ik daerah yang a k a n d ih ibahkan sebagaiman^ 

d imaksud pada ayat (1) d i l akukan oleh Wal i Kota. 

Bag ian Kedua 
I 

T a t a C a r a H ibah Ba rang Mil ik Daerah Pada Pengelola Ba.rang 

Pasa l 75 

Pe laksanaan h ibah barang mi l ik daerah yang berada pada Pengelola Baranjg 

d i l akukan bei-dasarkan: P E I I A N G K A T 

D A E R A H 

T 
K A B A G 

H U K U M 
A S I S T E N 

~7 
S E K D A ,   
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Pasal 73 

Pihak yang dapat menerima hibah adalah: 

a. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga 

kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial 

berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/ rumah tangga, atau pernyataan 

tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang 

bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud, 

pemerintah pusat, 

pemerintah daerah lainnya, 

pemerintah desa, 

perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, atau 

pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 74 

Hibah dapat berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Wali Kota, 

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang, dan 

c. selain tanah dan/atau bangunan. 

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada. Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang 

dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang 

tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). | 

Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: | 

a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal | 

pengadaannya untuk dihibahkan, dan 

b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal 

apabila dihibahkan. 

Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

Pasal 75 

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang 

dilakukan berdasarkan: 
  
PERANGKAT | KABAG es 
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| Law 
  

             



- 3 7 -

a. in is iat i f Wa l i Kota; a tau 

b. permohonan dar i p ihak yang dapat mener ima Hibah sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 73 . 

Pasa l 76 

(1) Pe laksanaan h ibah barang mi l ik daerah pada Pengelola Ba rang yanlg 

d idasarkan pada in is iat i f Wal i Kota sebagaimana d imaksud Pasa l 75 da lam 

h u r u f a , d iawal i dengan pembentukan T im oleh Wal i Kota u n t u k me lakuka j i 

penelit ian. 

(2) Penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mel iputi : 

a . penelit ian data administrati f ; dan 

b. penelit ian tisik. 

(3) penelit ian data administrat i f sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a 

d i l akukan u n t u k meneliti: 

a. s ta tus dan bukt i kepemil ikan, gambar s i tuas i t e rmasuk lokasi tanahl, 

luas , kode barang, kode register, n a m a barang, n i la i pe:rolehan, dap 

pe runtukan , u n t u k data barang mi l ik daerah berupa tanah ; 

b. t a h u n pembuatan, kons t ruks i , luas , kode barang, kode register, n a m i 

barang, n i la i peroleban, n i la i b u k u , dan s ta tus kepemil ikan u n t u k datp 

barang mi l ik daerah berupa bangunan; 

c. t a h u n peroleban, spesi f ikasi/identitas h jkn is , bukt i kepemi l ikan, kod 

barang;, kode register, n a m a barang, n i la i peroleban, ni le i b u k u , dah 

jumlabi u n t u k data barang mi l ik daerah berupa selain t anah dan/atai|i 

bangunan; dan 

d. data cfilon pener ima h ibah. 

(4) Da lam me lakukan penelit ian terhadap data calon peneHma h ibah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f d, T im dapat me l akukan 

k lar i f ikas i kepada ins tans i yang berwenang dan berkompeten mengenai 

kesesua ian data calon penerima h ibah. 

(5) Penelit ian fisik sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b d i l a k u k a n 

dengan ca ra mencocokkan fisik barang mil ik daerah yang a k a n d ih ibahkan 

dengan data administrat i f sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 

(6) Has i l penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (3), ayat 

(4) dan ayfit (5) d i tuangkan dalam berita aca ra penelit ian. 

(7) T i m menyampaikan berita a ca ra has i l penelit ian kepada Wal i Kota un tu l j 

menetapktin barang mi l ik daerah menjadi objek h ibah. 

P E R A N G K A T K A B A G 

D A E R A H H U K U M 
A S I S T E N S E K D A 

1   

- Gif 

a. inisiatif Wali Kota: atau 

b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 73. 

Pasal 76 

(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang 

didasarkan pada inisiatif Wali Kota sebagairnana dimaksud Pasal 75 dalam 

huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Wali Kota untuk melakukan 

penelitian. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penelitian data administratif, dan 

b. penelitian fisik. 

(3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilakukan untuk meneliti: 

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, 

luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan 

peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah, | 

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama 

barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data 

barang milik daerah berupa bangunan, 

Cc. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode 

barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan 

jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan /atau 

bangunan, dan 

d. data calon penerima hibah. 

(4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan 

klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai 

kesesuaian data calon penerima hibah. 

(5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 

dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan 

dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat 

(4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara penelitian. 

(7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Wali Kota untuk 
| 

menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah. 
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(8) Da lam h a l berdasarkan berita aca ra penelitian sebagaimana d imaksud p a d i 

ayat (7) H ibah dapat d i l aksanakan , Wal i Kota mela lui Peng;elola Ba rang 

meminta sura t pemyataan kesediaan mener ima h ibah kepada caloj i 

pener ima h ibah. 

Pasa l 77 

(1) Pengelola Ba rang mengajukan permohonan persetujuan h ibah jicepada Wal i 

Kota. 

(2) Da lam h a l h ibah memer lukan persetujuan D P R D , Wal i Kota terlebih dahuli[i 

mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD . 

(3) Apabi la permohonan h ibah disetujui oleh Wal i Kota sebagaimana d i m a k s u ^ 

ayat pada (1) a t au disetujui oleh D P R D sebagaimana d imaksud pada ayat (2 

Gubemur/Bupa t i /Wa l i Kota menetapkan ke j ju tusan pe laksanaan h ibah, 

yang sekurang-kurangnya memuat : 

a . penerima h ibah ; 

b. objek h ibah ; 

c. n i la i peroleban dan ni la i b u k u terhadap barang yang dapat di lakukaij i 

penyusutan , u n t u k tanah dan/atau bangunan; 

d. n i la i peroleban dan ni la i b u k u terhadap barang yang dapat di lakukaij i 

penyusutan , u n t u k se la in t anah dan/atau bangunan; dan 

e. p e run tukan h ibah . 

Pasa l 78 

(1) Be rdasa rkan keputusan pe laksanaan Hibah sebagaimana d imi iksud dalank 

Pasa l 77 ayat (3), Wal i Kota dan p ihak pener ima h ibah menandatangani 

n a s k a h hiloah. 

(2) Naskah h ibah sebagaimana d imaksud pada giyat (1) memuat sekurang-

kurangnygi: 

a . identitas pa ra p ihak; 

b. j en i s dan n i la i barang yang d i l a k u k a n h ibah ; 

c. tu juan dan pe runtukan h ibah ; 

d. h a k dan kewaj iban para p ihak; 

e. k l a u s u l bera l ihnya tanggung j awab dan kewaj iban kepada p ihak 

penerima h ibah ; dan 

f. penyehjsaian persel is ihan. 

(3) Be rdasa rkan n a s k a h h ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (2), PengeloUi 

Ba rang me l akukan serah ter ima barang mi l ik daerah kepada penerima h ibah 

yang d i tuangkan dalam Ber i ta Acara Se rah Tigrima (BAST) . 
PER,\NGKAT 

DAiERAH 
KABAG 
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Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Wali Kota melalui Pengelola Barang 

meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon 

penerima hibah. 

Pasal 77 

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Wali 

Kota. 

Dalam ha! hibah memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih dahulu 

mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. 

Apabila permohonan hibah disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud 

ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Gubernur /Bupati/Wali Kota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, 

yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. penerima hibah, 

b. objek hibah, 

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan, 

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan, dan 

e. peruntukan hibah. 

Pasal 78 

Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77 ayat (3), Wali Kota dan pihak penerima hibah menandatangani 

naskah hibah. 

Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang- 

kurangnya: 

a. identitas para pihak, 

b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah, 

Cc. tujuan dan peruntukan hibah, 

d. hak dan kewajiban para pihak, 

e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak 

penerima hibah, dan 

f. penyelesaian perselisihan. 

Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola 

Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah 

yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 
PERANGKAT | KABAG : 
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(4) Be rdasa rkan Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) sebagaimana d imaksud pada 

ayat (3), l^engelola B a r a n g mengajukan u s u l a n penghapusan barang m i l i ^ 

daerah yang telah d ih ibahkan . 

Pasa l 79 

( I j Pe laksanaan h ibah barang mi l ik daerah pada pengelola barang yang 

d idasarkan pada permohonan dar i p ihak yang dapat mener ima hibaJi 

sebagaimfina d imaksud Pasa l 74 h u r u f b, d iawal i dengan penyampaian 

permohonan oleh p ihak pemohon kepada Wal i Kota. 

(2) Permohonan sebagaimana d imaksud pada a5'at (1) memuat : 

a . data pismohon; 

b. a l asan permohonan; 

c. pe runtukan h ibah; 

d. j en is/spes i f ikas i/nama barang mi l ik daerah yang d imohonkan u n t u k 

d ih iba l ikan ; 

e. j umlah /luas/volume barang mi l ik daerah yang di mohonkan u n t u k 

d ih ibahkan; 

f. lokas i/data teknis ; dan 

g. sura t piemyataan kesediaan mener ima h ibah. 

Pasa l 80 

(1) Be rdasa rkan permohonan sebagaimana d imj iksud da lam Pasal 79 ayat (1) 

membentuk T i m u n t u k me l akukan penelitian . 

(2) T a t a cara penelit ian sampai dengan pe laksanaan serah ter ima padk 

pe laksanai in h ibah yang d idasarkan pada inis iat i f Wal i Kota sebagaimana 

d imaksud dalam Pasa l 76 sampai dengan Pasa l 78 ber laku muta t is mutand is 

terhadap tata c a r a penelit ian sampai dengan pe laksanaan serah ter ima padfi 

pelaksamaiin h ibah yaing d idasarkan pada permohonan p ihak pemohon 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 79. 

(3) Apabi la pijrmohonan h ibah t idak disetujui. Wal i Kota mela lui Pengelok. 

Ba rang member i tahukan kepada p ihak yfing mengajukan permohonar 

h ibah, disertai dengan a lasannya . 

PER/INGKAT KABAG . ^ ^ ^ S T ^ P ^ , 
DAERAH HUKUM A&lSltJN S E K D A   
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Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik 

daerah yang telah dihibahkan. | 

Pasal 79 

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang 

didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah 

sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf b, diawali dengan penyampaian 

permohonan oleh pihak pemohon kepada Wali Kota. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. data pemohon, 

b. alasan permohonan: 

C. peruntukan hibah, | 

d. jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk 

dihibahkan, 

e. jumlah /luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk 

dihibahkan, 

f. lokasi/data teknis, dan 

g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah. 

Pasal 80 

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1, 

membentuk Tim untuk melakukan penelitian. 

Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada 

pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Wali Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 78 berlaku mutatis mutandis 

terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada 

pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79. 

Apabila permohonan hibah tidak disetujui. Wali Kota melalui Pengelola 

Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan 

hibah, disertai dengan alasannya. 
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Bag ian Ketiga 

T a t a C a r a Pe laksanaan Hibah Bf irang Mil ik Daerah 

Pada Pengguna B a r a n g 

Pasa l 8 1 

(1| Pe laksanaan h ibah barang mi l ik daerah pada Pengguna Bf irang diawaki 

dengan pi jmbentukan T im Internal pada Perangkat Daerah oleh Pengguna 

Ba rang u n t u k me lakukan penelit ian. 

(2i Penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) meliputi : 

a . penelit ian data administrati f ; dan 

b. penelit ian fisik. 

(3] Penelit ian data administrat i f sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a 

d i l akukan u n t u k meneliti : 

a . s ta tus dan bukt i kepemil ikan, gambar s i tuas i t e rmasuk lokasi tanab, 

luas , Icode barang, kode register, namei barang, n i la i peroleban, dap 

pe runtukan , u n t u k data barang mi l ik daerah berupa tanah ; 

b. t a h u n pembuatan, kons t ruks i , luas , kode barang, kode register, n a m a 

barang, n i la i peroleban, n i la i b u k u , dan s ta tus kepemil ikan u n t u k datsi 

barang; mi l ik daerah berupa bangunan; 

c. t ahun peroleban, spesi f ikasi/identitas teknis , bukt i kepemil ikan, kod«; 

barang, kode register, n a m a barang, n i la i peroleban, n i la i b u k u , dan 

j um la h u n t u k data barang mi l ik daerah berupa selain tanah dan/atau 

bangunan; dan 

d. data cfilon penerima Hibah. 

(4) Penelit ian fisik sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b d i l akukan 

dengan ca ra mencocokkan fisik barang miliF; daerah yang a k a n d ih ibahkan 

dengan data administrat i f sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 

(5) Has i l penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dan ayat (4) d i tuangkan 

da lam berita aca ra penelit ian dan se lanjutnya d i sampa ikan T im kepadf. 

Pengguna Barang . 

(6) Be rdasa rkan berita aca ra has i l penelit ian sebagaimana d imaksud pada aya 

(5), Pengguna Ba rang mengajukan permohonan h ibah kepa«ia Pengelol^ 

Ba rang yang memuat : 

a. data cgJon pener ima h ibah ; 

b. a l asan u n t u k menghibahkan; 

c. data dfin dokumen atas t anah dan/atau t iangunan; 

d. pe runtukan h ibah ; 

PERANGKAT KABAG 
DAERAH HUKUM ASIS IEN^ S E K D A   

(1) 

(2) 

(3) 

(6) 
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Bagian Ketiga 

Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang 

Pasal 81 

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali 

dengan pembentukan Tim Internal pada Perangkat Daerah oleh Pengguna 

Barang untuk melakukan penelitian. 

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penelitian data administratif, dan 

b. penelitian fisik. 

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilakukan untuk meneliti: 

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, 

luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan 

peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah: 

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama 

barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data 

barang milik daerah berupa bangunan, 

Cc. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode 

barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan 

jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau 

bangunan, dan 

d. data calon penerima Hibah. 

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 

dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan 

dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan 

dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada 

Pengguna Barang. 

Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengelola 

Barang yang memuat: 

a. data calon penerima hibah, 

b. alasan untuk menghibahkan, 

c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan, 

d. peruntukan hibah, 
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e. t ahun peroleban; 

f. s ta tus dan bukt i kepemi l ikan; 

g. n i la i peroleban; 

h . j en is/spes i f ikas i barang mi l ik daerah yang d imohonkan u n t u 

d ih ibahkan; dan 

i . lokasi . 

(7i Penyampaian sura t permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (€() 

disertai dcmgan sura t pemyataan kesediaan mener ima h ibah. 

Pasa l 82 

T a t a c a r a pen<ditian barang mi l ik daerah yang akf in d ih ibahkan yang, berada padk 

Pengelola Baimng sebagaimana d imaksud daLam Pasa l 75 ber laku mutat i s 

mutand is terhadap tata ca ra penelit ian a tas p(?rmohonan yang d ia jukan oleli 

Pengguna Ba rang kepada Pengelola Ba rang sebagaimana dimftksud dalanji 

Pa sa l 8 1 . 

Pasa l 83 

(1) Pengelola Ba rang mengajukan permohonan persetujuan h ibah kepada W a 

Kota. 

(2) Da lam hai h ibah memer lukan persetujuan DPRD,Wal i Kota terlebih dahul j i 

mengajukan permohonan persetujuan h ibah kepada DPRD. 

(3) Apabi la pcirmohonan Hibah disetujui oleh Willi Kota sebagaimana dimaksuiji 

pada ayat (1) a t au disetujui D P R D sebagaimana d imaksud pada ayat (2) W a 

Kota men€!tapkan pe laksanaan h ibah, yang sekurang-kurangnya memuat: 

a . penerima h ibah; 

b. objek h ibah ; 

c. n i la i peroleban dan n i la i b u k u terhadap barang yang dapat di lakukaij i 

penyusutan , u n t u k tanah dan/atau bangunan; 

d. n i la i peroleban dan ni la i b u k u terhadap barang yang dapat di lakukaij i 

penyusutan , u n t u k selain t anah dan/atau bangunan; dan 

e. p e run tukan h ibah. 

(4) Apabi la psrmohonan Hibah t idak disetujui , Wal i Kota mela lui Pengelolk 

Ba rang menerbi tkan sura t penolakan kepada Pengguna Elarang yang 

mengajukan permohonan disertai dengan a lasannya . 

(5) Be rdasa rkan penetapan pe laksanaan Hibah sebagaimana d imaksud p a d i 

ayat (3), Pengelola Ba rang dan p ihak pericrima h ibah merandatanganj 

n a s k a h h i l jah . 
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tahun perolehan, 
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. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk 

dihibahkan, dan 

i. lokasi. 

(7: Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah. 

Pasal 82 

Tata cara penelitian barang milik daerah yang akan dihibahkan yang berada pada 

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berlaku mutatis 

mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh 

Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81. 

Pasal 83 

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Wali 

Kota. | 

(2) Dalam ha! hibah memerlukan persetujuan DPRD,Wali Kota terlebih dahulu 

mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD. 

(3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali 

Kota menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. penerima hibah, 

b. objek hibah, | 

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan, 

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan, dan 

e. peruntukan hibah. 

(4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Wali Kota melalui Pengelola 

Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang 

mengajukan permohonan disertai dengan alasannya. | 

(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani 

naskah hibah. 
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(6) Naskah h ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (5) memuat sekurang-

kurangnya : 

a . identitas para pihak; 

b. j en i s dan n i la i barang yang d i l akukan h ibah ; 

c. tujuan. dan pe runtukan h ibah ; 

d. h a k dan kewaj iban para p ihak; 

e. k l a u s u l bera l ihnya tanggung j awab dan kewaj iban kepada p ihak 

peneri:ma h ibah; dan 

f. penyelesaian persel is ihan. 

(7) Be rdasa rkan n a s k a h h ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (5), Pengelola 

Ba rang midakukan serah ter ima barang mil ik daerah kepada pener ima h ibah 

yang ditueingkan da lam Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) . 

(8) Be rdasa rkan Ber i ta Acara Serah Ter ima (BAST) sebagaimana d imaksud pada 

ayat (7), F'engguna Barang mengajukan u s u l a n penghapusan barang mililc 

daerah yang telah d ih ibahkan. 

Pe laksanaan h ibah barang mi l ik daerah berupa t anah dan/atau bj ingunan dan 

sela in t anah dan/atau bangunan yang dar i av/al pengadaanya direncEinakan 

u n t u k d ih iba l ikan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 74 ayat (2) dan ayat (3) 

hu r u f a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan 

B A B IX 

P E N Y E R T A A N MODAL PEMERl lNTAH D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 

Pr ins ip U m u m 

Pasa l 85 

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah a tas barang mi l ik daerah d i l a k u k a n 

da lam rangka pendir ian, pengembangan, dan peningkatan k ine i j a Badar i 

U s a h a Mil ik Negara/Daerah a tau badan h u k u m la innya yang dimi l ik i Negarfi 

sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagfdmana d imaksud i )ada ayat (1 

d i l akukan dengan pert imbangan sebagai ber ikut: 

a . Ba rang mi l ik daerah yang dar i awa l pengadaannya sesuai dokumer. 

penganggaran d ipe runtukkan bagi B a d a n U s a h a Mil ik Negara/Daerah 

Pasa l 84 
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(6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang- 

kurangnya: 

a. identitas para pihak, 

b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah, 

C. tujuan dan peruntukan hibah, 

hak dan kewajiban para pihak: 

e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak 

penerima hibah, dan 

f. penyelesaian perselisihan. 

(7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat '5), Pengelola 

Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah 

yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik 

daerah yang telah dihibahkan. 

Pasal 84 

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan 

selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan 

untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3) 

huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan 

BAB IX 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 85 

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan 

dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan 

Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen 

penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/ Daerah 
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a tau badan h u k u m la innya yang dimil ik i Negara da lam rangl«:a penugasa: i 

pemerintah; a tau 

b. Ba rang mi l ik daerah lebih optimal apabi la dikelola oleh B a d a n U s a h a Mil ik 

Negara/'Daerah a tau badan h u k u m la innya yang dimi l ik i Negara baik y a n 5 

sudah £Lda m a u p u n yang a k a n dibentuk. 

(3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

(4) Ba rang mi l ik daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (2| yang telati 

d iser takan da lam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan U s a h n 

Milik Negara/Daerah a tau badan h u k u m la innya yang d imi l ik i Negara 

menjadi kekayaan yang d ip i sahkan mengikut i ketentuan peraturap 

perundang-undangan. 

Pasa l 86 

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas bfirang mi l ik daerah dapat 

berupa: 

a . tanahl dan/atau bangunan yang telah d i se rahkan Wal i Kota; 

b. tanahl dan/atau bangunan pada Pengguna Barang ; a t au 

c. se la in t anah dan/atau bangunan. 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas bsirang mi l ik daerah sebagaimank 

d imaksud pada ayat (1) di laksangikan oleh Pengelola Ba rang setelal i 

mendapat persetujuan Wal i Kota, sesua i batfis kewenangannya. 

I 

Pasa l 87 

(1) Penetapan barang mi l ik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang a k a k 

disertakari sebagai modal pemerintah daerahi sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 86 ayat (1) h u r u f a d i l akukan oleh Wali Kota, sesuai batajs 

kewenangannya. 

(2) T a n a h dan/a tau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimank 

d imaksud da lam Pasa l 86 ayat (1) h u r u f b an ta ra la in tanah dan/atau 

bangunan yang sejak awa l pengadaannya d i rencanakan u n t u k d iser takan 

sebagai modal pemerintah daerah sesuai ygmg tercantum da lam dokumen 

penganggeiran, ya i tu Dokumen Pe laksanaan ;\nggaran (DPA). 
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atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan 

pemerintah, atau 

b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik 

Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang 

sudah ada maupun yang akan dibentuk. 

Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2| yang telah 

disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha 

Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara 

menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 86 

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat 

berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Wali Kota, 

b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang, atau 

c. selairi tanah dan/atau bangunan. 

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah 

mendapat persetujuan Wali Kota, sesuai batas kewenangannya. 

Pasal 87 

Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 

disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 86 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wali Kota, sesuai batas 

kewenangannya. 

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau 

bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan 

sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen 

penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 
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(31 Ba rang mi l ik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada. 

Pengguna Barang sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 86 ayfit (1) h u r u f 

an ta ra l a in meliputi : 

a . barang mi l ik daerah se la in t anah dan/a tau bangunan yang dar i a w s l 

pengadaannya u n t u k d iser takan sebagai modal pemerintah daerah; 

b. barang mi l ik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih opt imsl 

u n t u k d iser takan sebagai modal pemerintah daerah. 

Pasa l 88 

Penyertaan raodal pemerintah daerah d i l aksanakan berdasarkan ana l i sk 

ke layakan in\'estasi mengenai penyertaan modal sesua i ketentufin pera turan 

perundang-undangan. 

Bag ian Kedua 

Ta ta C a r a Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Ba rang Mil ik Daerah 

pada Pengelola Ba rang 

Pasa l 89 

(1) Pengelola Ba rang me laksanakan peni la ian dengan menugaskain: 

a. Penilai sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 5 ayat (2), u n t u k t a n a l 

dan/atau bangunan yang a k a n di jadikan objek penyertaan modal; 

b. T im yfing ditetapkan oleh Wal i Kota dan dapat mel ibatkan Peni la . 

I sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 5 ayat (2), u n t u k selain tanah 

dan/a tau bangunan yang a k a n di jadikan objek penyertaan modal. 

p) Pengelola B a r a n g menyampa ikan has i l peni la ian kepada Wal i Kota. 

(3) Wal i Kota membentuk T i m u n t u k me l akukan penelit ian terhadap: 

a . has i l ana l i s i s ke layakan investasi yang d i l akukan sesuai ketentuar 

peraturan perundang-undangan; 

b. data administrati f , d iantaranya: t a h u n peroleban, spesifikasi/identitas 

teknis , buk t i kepemi l ikan, kode barang, kode register, n a m a barang, dan 

ni la i peroleban a tau n i la i b u k u ; 

c. kesesua ian tu juan penyertaan modal pemerintah daerah, ssebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 86. 

(4) T i m me lakukan ka j ian bersama dengan calon penerima penyertaan modal 

pemerintah daerah dan/atau S K P D terkait , yang d i tuangkan dak im dokumen 

has i l ka j ian . 
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(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c 

antara lain meliputi: 

a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal 

pengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah: 

b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal 

untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah. 

Pasal 88 

Penyertaan rnodal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa 

kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan 

perundang-urdangan. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah 

pada Pengelola Barang 

Pasal 89 

(1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan: | 

a. Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk tanah 

dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan rnodal, 

b. Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota dan dapat melibatkan Penilai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk selain tanah 

dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan rnodal. 

(2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Wali Kota. 

(3) Wali Kota membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap: 

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, | 

b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas 

teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan 

nilai perolehan atau nilai buku, 

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 86. 

(4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal 

pemerintah daerah dan/atau SKPD terkait, yang dituangkan dalam dokumen 

hasil kajian. 
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(5) Apabi la berdasarkan has i l ka j ian sebagaimana d imaksud pada ayat (4 , 

penyertaan modal pemerintah daerah layak d i l aksanakan , m a k a c a l o i 

penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surg.t 

pemyataan kesediaan mener ima penyertaan modal pemerintah daerah yang 

berasal dar i barang mi l ik daerah. 

(6] T i m menyampaikan dokumen has i l ka j ian sebagaimana d imaksud pada ayat 

(4) dan sura t pemyataan kesediaan mener ima penyertaan modsJ pemerintal i 

daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (5) kepada Wal i Kota. 

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal 

pemerintah daerah kepada Wal i Kota. 

(2) Da lam h a l penyertaan modal pemerintah daerah memer lukan persetujuan 

D P R D , Wal i Kota terlebih d a h u l u mengajukan permohonan persetujuan 

kepada DPRD . 

(3) Apabi la permohonan t idak disetujui oleh WfJ i Kota sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) a tau t idak disetujui oleh D P R D sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2), Wal i Kota mela lui Pengelola Ba rang member i tahukan pada calon 

penerima penyertaan modal disertai dengan a lasan . 

(4) Apabi la permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang mi l ik 

daerah disetujui oleh Wal i Kota sebagaimana d imaksud pada ayat (1) a tau 

disetujui oleh D P R D sebagaimana d imaksud pada ayat (2|, Wal i K o t i 

menetapkan keputusan atas barang mi l ik daerah yang a k a n d iser takan 

sebagai penyertaan modal. 

(5) Pengelola Ba rang meny iapkan rancgingan Peraturan Daerah tentang 

penyertaan modal pemerintah daerah dengan mel ibatkan S K P D terkait. 

(6) Rancangan Peraturan Daerah tentang penyeidaan modal pemerintah daeral i 

sebagaimana d imaksud pada ayat (5) d i sampa ikan kepada D P R D u n t u k 

d i l akukan pembahasan bersama dan se lanjutnya ditetapkan sebagai 

Peraturan Daerah tentang penyertaan modal. 

(1) Be rdasa rkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintal i 

Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 9 1 ayat (6), Pengelola Ba rang 

melaksant ikan penyertaan modal pemerin1a.h daerah berpedoman pada 

keputusan Wal i Kota sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 9 1 ayat (4). 

Pasa l 90 

Pasa l 9 1 
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Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon 

penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat 

pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang 

berasal dari barang milik daerah. 

Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Wali Kota. 

Pasal 90 

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal 

pemerintah daerah kepada Wali Kota. 

Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan 

DPRD, Wali Kota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan 

kepada DPRD. 

Apabila permohonan tidak disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (2), Wali Kota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon 

penerima penyertaan modal disertai dengan alasan. | 

Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik 

daerah disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 

disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota 

menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan 

sebagai penyertaan modal. 

Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang 

penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD terkait. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk 

dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai 

Peraturan Daerah tentang penyertaan modal. 

Pasal 91 | 

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6), Pengelola Barang 

melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman pada 

keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4). 
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(2) Berdasarl<;an peraturan daerah dan kepu+usan Wal i Kota sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), Pengelola Ba rang me l akukan serah bjr ima d e n g a i 

penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang d i tuangkan d a l a r i 

Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) . 

Pasa l 92 

Be rdasa rkan ]3erita Acara Se rah Ter ima sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 9 

ayat (2), Pengelola Ba rang mengajukan u s u l a n penghapusan barang mi l ik daeralji 

yang telah d i jadikan penyertaan modal pemer in t ih daerah. 

Pasa l 93 

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah yamg dar i awa l pijngadaanny^. 

direncanalcan u n t u k di jadikan sebagai penye i taan modal pemerintah daerah 

m a k a Penj^guna Barang mela lu i Pengelola Ba rang mengajukan u s u l kepad^ 

Wal i Kota disertai pert imbangan dan kelengkapan data berupa: 

a . data administrati f , an ta ra la in : 

1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya; 

2. n i la i rea l isas i pe laksanaan anggaran; dan 

3. kepu tusan penetapan s ta tus penggunaan. 

b. dokumen has i l ana l i s i s ke layakan investasi mengenai penyertaan moda|l 

sesua i ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah yang d i a rahkan u n t u k optimal isasi 

barang mi l ik daerah, m a k a pengajuan u s u l oleh Pengguna Barang mela lu i 

Pengelola iSarang kepada Wal i Kota disertai ] )ertimbangan dan kelengkapart 

data berujia: 

a . data administrati f , an ta ra la in t ahun peroleban, spesi f ikasi/identitas 

teknis, bukt i kepemi l ikan, kode barang, kode register, n a m a barang, dar. 

n i la i pc;rolehan a tau n i la i b u k u ; dan 

b. dokumen has i l ana l i sa ke layakan investasi mengenai penyertaan moda. 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ta t a c a r a penyertaan modal pemerintah daerah mengenai peni laian sampai 

dengan serah ter ima barang yang d iser takan sebagai penyertaan modal 

pemerintah daerah yang berada pada Pimgelola Ba rang sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 89 sampai dengan Pasa l 92 ber laku pada peni la ian 

sampai dengan serah ter ima barang yang a k a n d iser takan sebagEii penyertaan 

modal pemerintah daerah yang berada pada pengguna barang. 
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(2) Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Wali Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima dengan 

penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam 

Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Pasal 92 

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 

ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah 

yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 93 

Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya 

direncanakan untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah, 

maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada 

Wali Kota disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa: | 

a. data administratif, antara lain: 

1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya, 

2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran, dan 

3. keputusan penetapan status penggunaan. 

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi 

barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui 

Pengelola Barang kepada Wali Kota disertai pertimbangan dan kelengkapan 

data berupa: 

a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas 

teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dari 

nilai perolehan atau nilai buku, dan 

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengenai penilaian sampai 

dengan serah terima barang yang disertakan sebagai penyertaan modal 

pemerintah daerah yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 berlaku pada penilaian 

sampai dengan serah terima barang yang akan disertakan sebagai penyertaan 

modal pemerintah daerah yang berada pada pengguna barang. 
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Pasa l 94 

BeTdasarkan Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) Pengguna Ba rang mengajukan 

u s u l a n penghapusan barang mi l ik daerah yang teslah di jadikan penyertaan modal 

pemerintah daerah. 

B A B IX 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 9 5 

Pera turan Wal i Kota in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan pengundangan Peraturaiji 

Wal i Kota in i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

Di tetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 1 3 O i - t . i i A r 2 0 2 ( 

lALl KOTA GORONTALO,|^ 

MARTEN A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

Pada tanggal 13 Ck-fc»»»r 2020 

S E K R E T A R I S DA^^AH KOTA GORONTALO, 

ISimL M A D J I D 

B E R I T A D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 3< 

PER/INGKAT 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM ASISTEN SEK ] DA 

f 4 \ —   

B7 

Pasal 94 

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengguna Barang mengajukan 

usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan modal 

pemerintah daerah. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 95 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

  

  

pada tanggal 13 Orsewer 2020 

ALI KOTA coronmaLo 

MARTEN A. TAHA | 

Diundangkan di Gorontalo 

Pada tanggal 13 Okseney 2020 

SEKRETARIS D AH KOTA GORONTALO, 

ISYAIL MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 3! 

Banana DASISreN | segoA 

9 /       / 4   
  

f 
A   

 


